223 204

St
i~ &4
ANALISIS PELEMBAGAAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BP D)
DI KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK

( STUDI KASUS)
TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Hmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik

Diajukan Oleh : 0

ABDUL SYAKUR
NIM : D4E001001

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

(4P T-PUSTAK-UHRIP







RINGKASAN

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah merupakan lembaga yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000 yang berfungsi sebagai
lembaga legislatif yang ada di desa dan merupakan mitra kerja dari Pemerintah
Desa. Dalam petjalanannya yang sudah 2 tahun ini BPD belum menampakkan
hasil yang memuaskan, seperti kasus yang peneliti ambil dalam penelitan ini
yaitu BPD di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang sampai saat ini
belum menampakkan efektifitasnya sebagai lembaga legislatif vang ada di
desa. Berdasarkan fakta dan data yang peneliti kumpulkan dari lapangan ada
beberapa faktor yang mempengaruhi belum efektifnya BPD di Kecamatan,
Sayung, baik itu faktor dari dalam BPD itu sendiri Jjuga faktor dari luar BPD.
Hasil yang peneliti peroleh di lapangan bahwa factor yang menyebabkan
belum berfungsinya pelembagaan BPD karena rendahnya sumber-sumber daya
yang ada pada BPD, belum {ertatanya struktur internnya, dan kuatnya
pengarvh lembaga-lembaga lain ke dalam lembaga BPD, sehingga fungsi-
fungsi BPD tidak dapat berjalan, baik fungsi legislasinya maupun fungsi
pengawasan ferhadap Pemerintah Desa. Bila kondisi ini tetap bertahan dan
berkelanjutan, maka implikasinya terhadap pelembagaan BPD adalah : 1).
Tujuan pembentukan BPD tidak akan tercapai, 2). Fungsi-fungsi yang ada
pada BPD tidak akan berfungsi dengan baik, 3). Beban Pemerintah Desa akan
semakin berat, 4). Akan menimbulkan permasalahan dan konflik-konflik baru
di desa, 5). Pembangunan desa semakin tidak menentu dan tak terarah,
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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelembagaan Badan
Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan, Sayung, dan mencari faktor-faktor yang
mempengaruhi pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung. Berdasarkan data
dan bukti faktor yang mempengaruhi pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung
adalah sumber-sumber daya (sumber dana, SDM, dan kondisi fisik vang
dimiliki BPD), struktur intern (kejelasan pembagian tugas, kewenangan, dan
kesesuaian pembagian tugas) dan kaitan-kaitan yang memungkinkan (kaitan
BPD dengan lembaga-lembaga lain diluar BPD). Penelitian ini mengambil
lokasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh BPD yang ada di Kecamatan Sayung yang
berjumlah 20 buah, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 40
orang, yang diambil dari ketua dan satu anggota yang mewakili anggota BPD.
Jenis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif yang digabung dengan data kualitatif, sedangkan pengujian
hipotesisnya menggunakan korelasi Rank Tau Kendall’s yang pengolahan
datanya menggunakan program SPSS. Berdasarkan pengumpulan data dan
pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber-sumber
daya, struktur intern dan kaitan-kaitan yang memungkinkan mempunyai
pengaruh yang positif dan signifikan, karena semus variabel independen
setelah diuji dengan taraf signifikansi 5§ % semuanya sigpifikan, bahkan
pengarubnya cukup kuat dan kuat terhadap pelembagaan Badan Perwakilan
Desa sebagai variabel dependen.

Kata-kata kunci (keywords) : pelembagaan, sumber-sumber daya, struktur
intern, kaitan-kaitan yang memungkinkan {enabling), kewenangan, dukungan,
dan legisiatif
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ABSTRACT

This study is to analyze the institutionalization of Badan Perwakilan
Desa (BPD, Village Representatives Board) in District of Sayung and to find
out the factors influencing BPD institutionalization in District of Sayung.
Based on the data and evidence, the factors, which influence BPD
institutionalization in District of Sayung, are the resources (fund sources,
human resources, and physical conditions of BPD), internal structure (the
clearance of task distribution), and enabling relations (the relationship between
BPD and other institutions outside). This study took place in District of
Sayung, Demak Regency, with the study population involved all 20 BPD in
District of Sayung, and 40 persons sample consist of one chairperson and one
member representing whole BPD members, respectively. Type and technigue
of data analysis used in this study are quantitative data combined to qualitative,
while the hypothesis test is Rank Tau Kendall’s correlation, and SPSS program
is used for analysis. Based on the data collection and hypothesis test, it can be
concluded that variables of resources, internal structure, and enabling relation
have positive and significant effects, because all independent variables tested
by 5% significance degree are significant, even the effects are fairly strong and
strong to BPD institutionalization as dependent variable,
Key words: institutionalization, resources, internal structure, enabling
relations, authority, support, and legislative.
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BABTY -

- PENDAHULUAN - . -

A. Latar Belakang

Lalumya Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan

Daerah telah membawa paradlgma baru terhadap mstem ketatanegaraan klta, ya1tu
dan paradlgma yang sentrahstis ke parad1 gma yang desentrahsns D1 dalam Undang—

Undang Nomor 22 Tahun 1999 dlsebutkan bahwa kewenangan—kcwcnangan yang

dahulu menjadl kewenangan Pemenntah Pusat sekarang djserahkan kepada

Pemenntah Daerah ( Pemerlntah Kabupaten dan Kota ) kecuah untuk hubungan luar

negen peﬂahanan dan kcamanan peradxlan moneter dan ﬁskal kewenangan

dibldang agama dan kewenangan strategls lamnya sepertl perencanaan nasional,

pengaturan tata ruang naswnal serta pemanfaatan smnber daya alam dan teknolog1

Haklkat otonom1 daerah adalah efe31en51 dan efektlvxtas dalam

penyelenggaraan pemenntahan dengan tujuan agar pembenan pelayanan kepada

masyarakat yang scmakm lama semakm balk dan untuk memben peluang peran~

serza masyarakat dalam keglatan pemenntahan dan pembangunan secara luas daiam

konteks demokras1

lealtkan dengan Pemenntahan Desa yang berhadapan Iangsung dengan

masyarakat dan sejalan dengan otonom1 daerah saat ini, maka upaya untuk

'memberdayakan (empowermg) Pemenntahan Desa harus dllaksanakan dan tzda,k

dapat dltunda-tunda lagi.
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Penyelenggaraan Pemerintahan.:Desa merupakan subsistem dalam sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemlkzran mengenal
Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonoml asll demokras1 dan

pemberdayaan Pengaturan mengenm Pemerintahan Desa telah dxsebutkan didalam

| Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 mula1 pasal 93 sampa;l dengan pasal i11,di
| mana pada pasal 94 dlsebutkan bahwa di Desa dlbentuk Pemermtah Desa dan Badan
| Perwakllan Desa (BPD) yang mempakan Pemenntahan Desa. Pengaturan tentang
' Pemenntahan Desa dltmdak lanjutl dengan Keputusan Menten Daiam Negen Nomor
‘64 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa d1 Desa dlbentuk Pemenntah Desa dan

Badan Perwakﬂan Desa (BPD) yang merupakan Pemermtahan Desa

Pengaturan mengenal dasa Ieblh lan}ut dltetapkan oleh Peratﬁran ba;crah
Kabupaten (PERDA) sesum dengan pedoman umum yang dltetapkan oieh
Pemermtah Pusat Untuk melaksanakan ketentuan dan Pemenntah Pusat tersebut di
atas maka Pemenntah Daerah Kabupaten Demak mengeluarkan Peraturan Daerah
Nomor 07 Tahun 2000 tentang “Pembentukan Badan Perwalﬂlan Desa (BPD) yang
kemudlan d1t1ndak lanjun dengan Keputusan Bupatl Kepala Daerah Kabupaten
Demak Nomor 188 3/949/2000 tentang “Petunguk Pelaksanaan Pembentukan Badan

Perwakllan Desa (BPD)” PERDA Nomor 07 Tahun 2000 mulat berlaku pada buIan

Desember 2000 dan mulallah dladakan pemlhhan Badan Perwakﬂan d1 seluruh Desa

yang ada d1 Kabupaten Demak sehmgga pada bulan Pebruan 2001 selmuh desa yang

ada dl Kabupaten Demak telah memlhkl Badan Perwakﬂan Desa (BPD}




Gambar 11. Bagan Alur Kebijakan Pembentukan BPD. -

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasat 94
Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
: 1999 : o

]

Peraturan Daerah Kabupaten Démak Nomor 07 Tahun
_ 2000
Keputusan Bupatt Kepala Daerah Kabupaten Demak | o
. - Nomor 188.3/949/2000 L

l

Badan Perwakilan Desa ( BPD) -

" Adapun tugas dan fungsi dari Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah::- ..

]

Sebagai Badan Legislasi yang ada di Desa .. .

-Mengayomi adat istiadat Desa - -

T

. Bersama-sama " Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan

" Desa (PERDES): ... .

Mengawam Jalannya penyeienggaraan Pemenntah Desa '1
Jumlah keanggotaan Badan Perwakllan Desa sepem yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Kabupaten Demak Tahun 2000 adalah




disesuaikan dengan. jumlah . penduduk i yang' ada- pada waktu- pemilihan, Adapun
ketentuannya adalah sebagau benkut
- Bila Jumlah penduduk kurang atau sama dengan 2500 _uwa, maka jumlah
anggota Badan Perwakxla,n Desa (BPD) sejumlah 9 orang
- Bila Jumlah penduduk antara 250{) sampal dengan 3000 jiwa, maka

jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sejumlah 11 orang.

Bila Jumiah penduduk lebih dari 3000 jiwa, maka jumlah anggota Badan
Perwakilan Desa (BPD) sejumlaﬁ -fS.orang.. e |

Sehmgga dengan dcmlklan _]umlah keanggotaan Badan Perwakllan Desa
(BPD) masmg—masmg Desa ndak sami, ka:rena dlsesumkan Junﬂah penduduk yang
ada di Desa yang bersangkutan. .

Mencermati perjalanan Badan Perwakilan Desa (BPD) kiususnya yang ada di
Kecamatan Sayﬁng sejak-terpilih pada bulan Pebruari 2001 ‘hingga saat ini masih
belum kelihatan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan
Legislasi‘yang ada di Desd-dan bahkan terkesan belum dapat berfungsi-sama sekali.
Dari data yang ada di Kecamatan Sayung mengindikasikan bahwa Badan Perwakilan
Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung belum dapat menjalankan tugas dan

. fungsinya dengan baik.. Dari pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa :

1. Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung, yang telgh terpilih
sejak bulan Pebruan 2001, baru dﬂan‘uk pada tanggal 31 Oktober 2001,
1tupun atas desakan dan para anggota BPD yang terp:hh




. Pembekalan .. kepada = BPD yang . ada di Kecamatan Sayung bary

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah pada tanggal 10 Juni 2002.

3. Dari 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Sayung barun 1(satu) BPD
- yang mempunyai dan --mengirimkan - Tata’' Tertib (Tatib) - kepada Biro

Hukum - Pemerintah Kabupaten Demak.( Data Biro Hukum Pemerintah
Kabupaten Demak). ‘

L BPD Desa Sldorejo dlbubarkan oleh “warga, karena changgap tlda.k dapat

men;alankan tugas dan ﬁmgsmya karena tldak asplratlf terhadap tuntutan

masyarakat dalam pencalonan dan” pengangkatan Carik Desa (Data di
- Kantor Kecamatan Sayung). -

. Peraturan Desa (PERDES) yang djhasﬂkan oleh Badan Perwakﬂan Desa
R "(BPD) yang ‘ada di Kecamatan Sayung sampal dengan bulan Jum 2002
‘baru satu; yaitu PERDES tentang. penetapan: APBDES, itupun. sebagian

BPD masﬂl belum mengetahul tata cara pembuatan PERDES yang benar.
( Data Tnn Pembekalan BPD Kecamatan Sayung )

. Pengamatan peneliti pada saat pembekalan terhadap Badan Perwakilan

Desa (BPD) pada tanggal 10 juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2002,
menemukan banyak sekali permasalahan yang dlhadapl pa:ra peserta
seputar kebingungan atas tugas dan’ fungsmya sebagai’ anggota Badan
Perwakilan Desa (BPD) ..

. .‘Belunﬁ acid Satupu.n.BPlD di Kécamatan Sayung yang m'emerlluhi ‘standér
' ‘minimal dalam pembuatan PERDES dalarm tahun 2002 ini, yaita PERDES
- tentang - LPJ Lurah Desa, PERDES tentang RAPBDES dan PERDES




'tentang=..Lelang Bondo - Desa. (: ‘Catatan: Kasi . Pemerintahan Kantor
- Kecamatan Sayung Tabun 2002 ). =~ - ' SR

8. Minimnya ‘dana BPD.yang hanya mengandalkan 10- % dari hasil lelang

- bondo desa saja,’ dan- tidak memperoleh tambahan dana.dari sumber yang

Tain..( Ketentuan dana BPD menurut Perda Kabupaten Demak Nomor 07
Tahun 1999 ), .

Berdasarkan data tersebut d1 atas mengmmkamkan bahwa Badan Pemakllan

-Desa (BPD) yang ada d1 Kecamatan Sayung beium berﬁmg51 sebagannana yang

diharapkan sesuai tugas pokok dan fungsi dari: Badan: Perwakilan Desa (BPD).

Kaxena 1tu1ah penehtl mgm mengetahul dan menehtl tmgkat efekt}ﬁtas pelembagaan

Badan Perwalﬂlan Desa (BPD) yang ada d1 Keca.matan Sayung, dan mencari faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pelembagaan’ ‘Radan Perwakilan Desa, baik faktor

........

dari dalam lembaga itu sendm maupun faktor dan Iuar 1embaga 1tu Dengan demikian
peneliti dapat menemukan Jawaban atas masalah tldak efektlfnya Badan Perwakilan

Desa yang ada di Kecamatan Sayung..

" B. Wentifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan di lapangan dan data. sementara yang’ didapatkan,

penehtz mencoba mengldentiﬁkam permasalahan yang berhubungan dengan Badan

| Perwakﬁan Desa (BPD) yang ada dl Kecamatan Sayung, antara laln sebagal berikut :

1. Sebagian “besar- Badan: Perwakilan : Desa’ yang' ada- di. Kecamatan

Sayung belum mengetahui tugas dan fungsinya secara jelas, karena



- belum adanya kejelasan tentang tugas dan fungsi Badan Perwakilan
-Desa (BPD).

- 2., Rendahnya sumber-sumber daya .yang ada pada Badan Perwakilan
‘Desa (BED) yang ada di Kecamatan Sayung, terutama sumber.dana
yang hanya mengandalkan 10. % dari hasil lelang bondo desa yang
dimiliki oleh desa.

3. Adanya keterlambatan dari Pemerintah Daerah,baik dalam - hal

. pelantikan terhadap anggota - BPD maupun pembekalan terhadap
| anggota BPD di Kecamatan Sayung.
J - Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas.peneliti meramuskan
permasalahan jrang berkaitan dengan Badan Perwakilan Desa ‘yang ada di Kecamatan
Sayung, adalah sebagai berikut :
Apakah kurang efektifnya pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada
di Kecamatan Sayung itu dipengaruhi oleh faktor baik yang ada didalam lembaga

maupun dari Inar lembaga ?

..C. Tujuan Penelitian - .

Suatu research, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, pada umumnya bertujuan
untuk menemukan, -mengembangkan atau menguji. kebenaran ‘suatu pengetzhuan,
( Sutrisno Hadi, 1994 : 3)

... Sedangkan-menurut Sofian Efendi (1996 : 12), tujuan-pokok dari penelitian

sosial adalah “ menerangkan. fenomena sosial. Dalam memahami fenomena itu




 seringkali peneliti menghubungkan fenomena tersebut dengan fenomena lain. Dengan

demikian penelitian adalah svatu proses kegiatan ilmiah ‘untuk memperoleh,

. memperdalam, menerangkan serta menguji suatu hasil pemaikiran-awal yang berupa

dugaan tentang suatu masalah, dengan cara mengumpulkan' data di lapangan sesuai
dengan masalah yang ingin ditemukan dan diuji kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah

“untuk zo

" 1. Uniuk melakukan analisis pelembagaan Badan Perwakilan Desa
sebagai lembaga legislasi di Desa.
~. .- . Meneliti faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pelembagaan
- Badan Perwakilan Desa.’
3 Memberikan rekomendasi kepada aktor-aktor yang- terlibat dalam

-pembuatan keputusan.:

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan :
1. Tambahan ilmu pengétahuan, khususnya'. “mengenai. - analisis
pelembagaan atau analisis organisasipublik. - -
... 2. Sumbang saran terhadap pembuat kebijakan agar meteka tahu tingkat
efektifitas produk yang dihasilkan mereka.
. 3, Memberikan altematif kepada peneliti lain' yang masih ingin mengkaji

. tentang analisis pelembagaan atau analisis organisasi




- BABH .

. .TINJAUAN . PUSTAKA =~

A. Landasan Teori
1.- Pelembagaan
.. Sebelum: peneliti. membahas tentang. definisi konsep ‘pelembagaan dan
variabel-variabel yang mempengaruhi. pelembagaan, terlebih dahulu peneliti akan
- membahas apa hakekat pembangunan lembaga itu. - -

. Menurut Mifton J. Esman dalam Joseph W. Eaton (1986 : 24), pembangunan

lembaga dapat dirumuskan sebagal perencanaan, penataan dan bimbingan bagi
organisasi-organisasi baru atau. yang' disusun kembali - vang ' (a) meéwujudkan
perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi~fungsi, teknologi-tekmologi fisik dan
atau sosial, (b) menetapkan; mengembangkan dan melindun | hubungan-hubungan
normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan {c) memperoleh dukungan dan
kelengkapan dalam lingkungantersebut: . - - .. .. .- L
- -Berdasarkan - pengertian 'pembangunan lembaga tersebut di atas dapat
dipahami bahwa . hakekat - pembangunan lembaga - adalah: sebagai’ perencanaan,
penataan dan bimbingan ‘terhadap organisasi-organisasi' baru -atau: yang disusun
kemnbali karena adanya perubahan-perubahan yang timbul di- masyarakat, misalnya ;.-
- perubahan nilai-nilai:
= perubahan teknologi fisik ~ .. ¢ -
o .--"Ifﬁetubahaﬁ=sosial'masyarakat> S |

R ‘Sehingga dihdrapl;ﬁan. dengan. -adanya pembanguri%}n=--lembaga ‘akan dapat

membantu maéyarakat .dalam xﬁ.enghadapi perubahan yang ada disekitarnya.
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Sedangkan pengertian pelembagaan ( institusionalisasi ) menurut Stephen P.
Robbin ( 1996 : 288 ) adalahi bila suatu organisasi‘itu telah memiliki kehidupannya
sendiri, terlepas dari siapa anggotanya dan siapa pendirinya, dan memperoleh
keabadian (imortalitas).

Maksudnya, bila suatu organisasi itu sudah melembaga, ‘maka organisasi itu

 tidak akan mati walaupun ditinggal oleh pendirinya, karena lingkungan (masyarakat)

.sudah tidak lagi- melihat lagi- siapa. pendirinya dan anggotanya, tetapi- melihat

organisasinya, tidak hanya sekedar barang atau jasa yang.dihasilkan.oleh organisasi

_itu. Jika tujuan aslinya sudah tidak relevan ._'Ia‘gi',umaka organisasi itu tidak gka_n
il ik, malahan dapat rndovinisikan vlang dirinya. -+ -+

Kemud:tan menurutMlltonJ Esmandalam]oseph W Eaton ( 1986 40)
pelembagaa.n beram bahwa Srgaiiisaéi | dan 1nova31-1nova51nya | fcl'ahf‘ dllte-ril;n.a‘-:éﬁn

- didukung oleh lingkungan eksternnya.(masyarakat). Artinya, bahwa suatu organisasi

sudah terlembaga, maka organisasi itu dapat diterima oleh: masyarakat, . termasuk
inovasi-inovasi yang dibawa. oleh  organisasi . itu. Oleh- karena organisasi -dan
inovasinya telah diterima oleh  masyarakat, maka masyarakat. akan menyesuaikan
dengan inovasi-inovasi yang telah dibawa oleh organisasi itw. ~ .-~ ..

Sedangkan menurut Richard L. Duncan dan. William-.S: Pooler dalam W.
Eaton ( 1986 : 159 ) organisasi dapat dinamakan lembaga jika telah mengembangkan

kemampuan © untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih:luas dengan
menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan yang berharga. Lebih dari itu,

lembaga itu merupakan model untuk menentukan pola-pola. normatif -dan-nilai-nilai

yang sah, melestarikan dan melindunginya bagi masyarakat yang lebih besar.




11

- Badan Perwakilan Desa (BPD) yang di Desa itu - lahir dan dibentuk karena

- adanya perubahan-perubahan sosial yang ada di Negara kita; ~sehingga’ hembawa
- perubahan terhadap sistem ketatanegaraan kita, yang pada gilirannya juga membawa
perubahan terhadap kelembagaan yang ada di.Desa, dari yang: semula Leémbaga
Masyarakat Desa . (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa. (BPD). Dengan adanya
.perubahan lembaga yang ada di Desa tersebut,diharapkan lembaga yang baru' (BPD)
dapat membantu- masyarakat  Desa dalam. menghadapi - tuntutan-tuntutan dan
 perubahan-perubahan: yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Desa. =" -

. Sekarang yang menjadi pertanyaannya- adalah apakah pembentukan “BPD
'sudah:- mampu . menjawab -dan .membanty - masyarakat: desa -dalam ' menghadapi
perubahan-perubahan di masyarakat seperti yang diungkapkan oleh:Milton J. Esman,
Richard L. Duncan dan William S. Pooler di atas. Untuk meneliti dan menganalisis
pelembagaan ada: beberapa langkah yang ditawarkan -oleh N ehnevajsa-dalam Eaton
(1986 84.), yaitu: . - .

1). Analisis tujuan, melihat ide-ide pokok tujuan didirikannya svatu lembaga:
- 2).Analisis realisasi, melihat realisasi dari tujuan; apakah sudah sesuai dengan
tujuan atau belum
3).Analisis kurang prestasi, mencari sumber-sumber terjadinya ketidak
sesuaian antara realisasi dengan kenyataan
4). Analisis pemecahan-pemecahan, yaitu mencari pemecahan atas kekurangan

antara realisasi dengan kenyataan
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.. Apabila peneliti amati- BPD di Kecamatan Sayung, pada tahap tujuan dan

.realisasinya tidak ada masalah, karena tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
‘baik oleh Pemerintah Pusat-maupun Daerah adalah membentuk suatu lembaga yang
menjadi wakil masyarakat di.desa, :dan realisasinya: lembaga -tersebut menjadi
kenyataan - yaitu ‘terbentuknya- BPD di desa, Tetapi pada tahap operasionalnya,

-ternyata BPD mengalami. suatu permasalahan atau- hambatan, yaitu belum -dapat

melaksanakan tugas. dan fungsinya dengan baik, bahkan. ada- yang tidak berfungsi
sama sekali; Hal ini disebabkan.oleh faktor-fakior yang menghambat berfungsinya

BPD tersebut baik faktor dari dalam maupun faktor dari.luar. Oleh karena: itu perlu

.adanya- suaty pemecaban; atau. - alternatif atas: permasalahan .yang menghambat

berfungsinya BPD tersebut.. =+ . -

Selanjutnya Milton. J.. Esman -menyebutkan: ada lima variabel :yang

mempengaruhi suatu- lembaga itw-efektif ataw. tidak: Yaitu, kepemimpinan, dokirin,
program, sumber-sumberdaya, dan struktur intern, disamping ada kaitan-kaitan
dengan variabel yang ada. di:luar lembaga itu. “Yaitu, kaitan yang memungkinkan,
kaitan fungsional, kaitan normative dan kaitan tersebar. Seperti: yang:digambarkan

dalam diagram dibawah ini.
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Gambar 2. 3. Model Pembangunan Lembaga dari Milton J. Esman

- | Variabel-varigbel Lembaga | - | Kaitan yang memungkinkan

e e s L Praneaksi . | Kaian fungsional - _
Kepen_rmnpman e T ~+ % Kaitan normatif: - -
Doktrin Kaitan tersebar
Program
Sumber-sumber daya

Struktur Intern

$ Sumber JosephWEaton(1986 24) o

Kelima variabel yang seperti yang disebutkan dalam &iégram tersebut diatas
itu adalah : - |

...a., Kepemimpinan - - -

o “ ‘Kepemil:npi‘nan-’_,c.lalam lémbagﬁ .'adal-a'h: sekéloinpok drang-yang secara aktif

berkecimpung-dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga tersebut danyang
mengarahkan . operasi-operasi: dan - hubungan-hubungannya : dengan - lingkungan
tersebut. Kepemimpinan dipandang sebagai Satu-satunya unsur yang paling kritis
dalam pembangunan lembaga karena proses-proses perubahan yang dilakukan
dengan sengaja itu memerlukan manajemen yang intensif, terampil, dan yang telah
mengikat dirinya secara mendalam, baik dalam. hubungan-hubungan intern maupun
lingkungan. Kelompok kepemimpinan terdiri dari para pemegang kedudukan
kepemimpinan -yang secara :formal - .telah ditunjuk;: - maupun- mereka yang' terus
menerus menjalankan pengaruhnya yang penting terhadap kegiatan-kegiatan
lembaga. (Joseph W: Eaton; 1986124 - ¢ . wn

“ioob: Doktrin . i

+ ;.. Doktrin dirumuskan -sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan
metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial. Dokirin dipandang
sebagai sederetan:tema yang. meproyeksikan, baik- didalam organisasi-itu sendiri
maupun dalam lingkungan eksternya, seperangkat citra dan harapan-harapan
mengenai tujuan-tujuan. lembaga dan gaya tindakan-tindakan. ‘( Joseph W. Eaton,
1986 : 25)
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c. -Program - .-..00 ol L

. Program adalah suatu tindakan-tindakan tertentu yang- berhubungan ‘dengan

‘_ peléksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga

tersebut. Dengan demikian, maka program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam

. pola-pola_tindakan nyata dan alokasi dari gnergi-energi dari- sumber-sumber daya

lainnya ' didalam lembaga lepibaga,,itq. sendiri dan yang berhubungan dengan
Jingkungan eksternnya. ( Joseph W. Eaton, 1986 : 25) SE L

d. Sumber — Sumber Daya

. Sumber-sumber daya adalah masukan keuangan, fisik, manusia, teknotogi dan
penerangan dari lembaga tersebut. Jelasnya, bahwa persoalan-persoalan yang
tercakup dalam pengerahan dan dalam menjamin’ tersedianya sumber-sumber daya
terscbut secara mantap dan yang dapat diandalkan mempengaruhi tiap segi dari
kegiatan-kegiatan lembaga dan merupakan kesibukan yang penting dari semua
kepemimpinan lembaga. ( Joseph W. Eaton, 1986 : 25 ) 4

e Stuktwgem
Strtuktur Intern dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang diadakan
untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya. : Pembagian dari

peranan-peranan didalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang internnya dan
sistem-sistem . komunikasinya, -komitmen ' dari- orang-orangnya ‘pada -doktrin dan

program .. dari, organisasi - tersebut,  .akan - mempengaruhi. . kemampuannya - untuk
.melaksanakan. komitmen-komitmen ‘yang sudah diprogram.- - { Joseph.'W. Eaton,

1986 :25 ) v ol e

1--‘" - Kemudimi;ma‘,sﬂn; menufutMiltbn J. Esman, -bahwzi suatu-lembagé untuk ,tiapat

beradaptas1 dan :‘hieh:iapa.lt dukungan .I dari ’llingkﬁngannj.(a‘, maka -lémbaga ity :héms

men_]alm hubﬁﬁgan : déngﬁﬁ kéitéﬁ-kaitén yang ada-di lin;gkung’éﬁnya.‘: Kaitan-kaitan
adalah kesaling ketergantungan yang ada diantara snatu lembaga dan ‘bagian-bagian

masyarakat relevan yang lainnya, Organisasi.yang; dilembagakan tidak berada dalam

isolasi, lembaga -itu -harus . menetapkan : dan -memelihara: suatu - jaringan dari

.keieﬁg-kﬁpéﬁeﬁélengkapén dalam lmg ku. "nr ganﬁya:ﬁntuk tetap hldllp dan ber-fungsi: z : e
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- Kaitan-kaitan yang berhubungan dengan lembaga menurut Milton J. Esman
‘ada empat jenis, yaita; .. ..
- a.. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling) - -
. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling) adalah kaitan lembaga dengan

organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan' alokasi

~wewenang dan sumber-sumber daya vang “diperlukan' oleh- lembaga’ tersebut untuk

“berfungsi. ( Joseph W Eaton, 1986 : 25 )

2 b Kaitan-kaitan fungsional
Kaitan-kaitan fungsional adalah kaitan lembaga dengan organisasi-organisasi
yang menjalankan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan pelengkap dalam arti
produksi, yang menyediakan masukan-masukan dan yang menggunakan keluaran-
keluaran dari lembaga tersebut. ( Joseph W. Eaton, 1986 :.26 )
¢. Kaitan-kaitan normatif
Kattau-kaltan nonnatlf adalah kaltan lembaga dengan lembaga-lembaga yang

mencakup nonna-nonna dan mlal-mlal (posmf atau neganf) yang relevan bagl

: doktrm dan program dan lembaga tersebut ( Joseph W Eaton 1986 26 )

d Kaltan-kaltan torsebar

Kaltan-kaltan tersebar yakm kaltan Iembaga dengan UNSUT-UNSUr dalam

'-masyarakat yang tldak dapat dengan Jelas d11dent1ﬁkas1 oleh keanggotaa.n dalam

orgamsasx formal (Joseph W Eaton, 1986 26)

Model pelembagaan yang dlkembangkan oleh Mﬂton J Esman terdapat

-sebelas golongan konsep Satu, kelembagaan yang dmyatakan sebaga1 hasﬂ akhlr
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. Yang lima adalah variabel-vaiabel lembaga, yaitu ;. kepemimpinan, doktrin, program,

sumber-sumber daya dan struktur internal, yang dianggap scbagai .variabel yang

menjelaskan kelakuan dari lembaga. Sedangkan yang empat dikelompokkan sebagai

- kaitan-kaitan: . yang _memungkinkan, yang fungsional, : yang normatif. dan yang

tersebAr, . . e e R el e

Sedangkan model pelembagaan yang dikembangkan oleh Saul M. Katz dalam
Joseph W. Eaton ( 1986 : 176 ) menasukkan sembilan konsep dari konsep-konsep

pelembagaan yang dikemukakan oleh Milton J. Esman:dan menggolongkannya dalam

tiga golongan.... .. .. -

.. Tiga golongan yang dimaksud adalah sebagai berikut: o
a. Dimensi Tujuan ..
Lembaga atau organisasi dibangun diatas tujuan-tujuan atay sasaran-sasaran,
yang sifatnya dapat substantif dan instrumental.

+ .- Tujuan  subtantif adalah - sumbangan-sumbangan . ‘yang - diharapkan dari
organisasi itu pada sasaran-sasaran pembangunan, yaitu sumbangannya berupa
keluaran-keluaran dan pembaharuan kepada masyarakat. Tujuan subtantif ' ini-ada
yang nampak dan ada yang tidak nampak. Yang nampak adalah yang dapat dirasakan
Jangsung oleh masyarakat, ‘sedangkan yang- tidak nampak adalzh yang merupakan
tujuan terselubung dari para sponsor politik yang membuat kebijakan tersebut.
( Joseph W. Eaton, 1986 : 175) R B

Tujuanmstrumental dapat d.iket‘l&-llli. péda inodel pcmb;ingﬁnéll lémbaga adalah

kelembagaan.. Konsep. ini berarti -bahwa: paling sedikit ada pola-pola-hubungan dan

kegiatan tertentu dalam organisasi yang normatif (mengikat), baik dalam organisasi
itu maupun bagi lain-lain kesatuan sosial, dan bahwa telah memperoleh dukungan
dan kelengkapan dari lingkungannya. ( Joseph W. Eaton, 1986 : 175}

Tujuan-tujuan organisasi, dalam konsep-konsep yang merupakan pedoman
awal, dikenali dalam doktrin. Yang mempunyai-arti pencgasan nilai-nilai; sasaran-
sasaran, dan metode operasional yang mendasari kegiatan social. Doktrin dilihat
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- sebagai serangkaian tema-tema yang tercermin, baik dalam--organisasi itu sendiri
maupun _dale_lm lingkungan diluarnya, sekumpulan citra-citra dan harapan-harapan
- mengenai - tujuan-tujuan lembaga ‘dan. gaya-gaya kegiatan. - . “( Joseph W' Eaton,
1986:175)
Sehingga dalam dimensi twuan-tujuan  Katz . memasukkan - variabel
kelembagaan dan.doktrin. .. -
- b. Dimensi-Dimensi Sub-Subsistem Yang Fungsional . - " :

- Suatu organisasi dalam menetapkan dan ‘mencapai tujuan-tujuannya paling
tidak. harus melaksariakan empat - fungsi. Empat. fungsi ‘dan ‘satuan-satugn dalam
organisasi menurut Katz (.W.. Eaton, 1986.: 176 ) dapat dinamakan empat sub-sub
sistem yang fungsional. Yaitu

Pertama, subsistem transformasi. yang bertalian® dengan ‘perubahan masukan-
‘masukan menjadi kelvaran-keluaran atau hasil dari organisasi itu. Subsistem ini, yang

terkadang dinamakan sistem produksi, konversi atau teknis, maerupakan bagian yang
utama dan sentral dalam setiap organisasi.. =~ ¢ - . -
“+t . Kedya, “subsistem pemeliharaan, yang ‘seperti - tersirat” dalam’ namanya,
bertugas memelihara kelakuan terpola yang perlu untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan transformasi. Subsistem ini: mempunyai segi-segi-internal maupun eksternal.
Internal ia bertugas memelihara kestabilan dan kesinambungan organisasi. Ini
meliputi alokasi sumber-sumber daya yang - ada:-dalam- organisasi. Eksternal ia
bertugas memelihara hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ia
bertugas memperoleh masukan-masukan berupa sumber-sumber ‘daya untuk
mendukung organisasi.

Ketiga,subsistem penyesuaian, yang berurusan dengan kelangsungan hidup
organisasi dan misinya menghadapi keadaan lingkungan yang mungkin sulit dan

berubah-ubah,
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Keempat submstem blmbmgan untuk mengarahkan dan mengkoordmasman

‘semua keglatan orgamsam yang ada d1 dalam orgamsas1 1tu sehmgga teljahn

komunikai yang baik diantara staf yang ada dalam organisasi itu untuk mencapai

* tujuan yang.ingin dicapat. - -

Pandangan tentang sub-subsistem yang fungsional itu tercemin dalam konsep

pembangunan lembaga mengenat struktur internal yang berarti struktur dan proses-

proses yang dibuat: untuk- melaksanakan lembaga itu dan untuk memeliharanya. Hal
. ini meliputi pembagian peranan-peranan dalam organisasi, pola-pola kewenangan dan

. gistem-sistem komunikasi didalamnya, komitmen personil kepada dotrin dan program

organisasi.
. ... Kaitan — Kaitan Dalam Lingkungan -~ -~

. Semua -organisasi pastilah  terkait - dengan. lingkungan untuk. melakukan

: _transaksi—transaksi -baik itu:berupa jasa, sumber-sumber daya,: komoditi-komoditi

maupun informasi. Secara umum ada empat kaitan -dalam pémbangunan lembaga,
tetap1 d131n1 Katz ( Ioseph W, Eaton, 1986 178 ) menambahkan sumber—sumber
daya dan transaksz sel:ungga kmtan-kaltan dalam hngkungan ada enam yaltu i
| o "Kaltan yang memunglanan _ '
— Ka1tan fungsmnal P
- Kaitan normatif
| -Kmtan tersebar
; Transak51 S

------

- Sumber-sumber daya
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Jadi, model pembanginan lembaga yang dikembangkan oleh Saul M. Katz
hanya memasukkan sembilan konsep dan menggolongkannya dalam tiga golongan.
Dibawah tujuan dia membicarakan tentang doktrin dan kelembagaan. Dalam diskusi
tentang sub-subsistem yang fungsional, dia membucarakan: struktur- internal. Dan
dibawah- kaitan-kaitan ‘dengan lingkungan dia membicarakan enam macain - yang
~memungkinkan - (enabling), - fungsional - dia - menambahkan ‘sumber-sumber daya,
normatif, menyebar dengan menambahkan transaksi. Sedangkan yang- dua yaitu
“kepemimpinan dan program tidak dimasukkan karena dianggap - meragukan dan
berlebihan.

.....

dlkemukakan oleh Mﬂton J Esman dan Saul M Katz d1 atas b]Ia penehtl kaltkan
dengan permasalahan yang ada pada Iembaga Badan Perwakﬂan Desa (BPD) yang
'ada d1 Kecamatan Sayung, data dan fakta yang d1 lapangan dan berdasarkan
pengamatan penehtl sementara maka vanabel yang mempengaruhl efekuﬁtas
Pelembagaan Badan Pcrwakxian Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung adalah
‘vanabel sumber—sumber daya, struktur lntem dan vanabel kaltan-kaztan yang

memungkinkan (enabling).

Imllkator & | .
Indlkator pelembagaan yang dlgunakan dalam penehtzan ini adaIah

- Kemandirian organisasi Badan Perwakllan Desa (BPD)
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- . Kemampuan BPD berinteraksi dengan lingkungan cksternya .

.. +- » Dukungan dari lingkungannya - ...

-2, Sumber-Sumber Daya

Menurut Milton J. Esman. , ( Joseph W. Eaton; 1986, : 25 ) sumber-sumber

daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, tekonologi, dan penerangan

. dari lembaga tersebut.. - .

... Sedangkan menurut Saul M. Katz. (Joseph: W, Eaton, 1986 :.178) sumber-
sumber daya adalah masukan-masukan fisik, manusia, dan teknik dari pada lembaga.

Selanjutnya menurut Milton J. Esman sumber-sumber daya dapat dipandang
sebagai masukan-masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau

jasa-jasa atau yang digunakan untuk menambah:kemampuan-kemampuannya sendifi.

Sumber-sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai wewenang legal dan politik,

kepegawaian, dana-dana, peralatan, fasilitas dan informasi.- Persoalan yang.dihadapi

pembangunan lembaga adalah pengerahan, yaitu untuk menarik sumber-sumber daya

-tersebut ke organisasi -dan untuk melancarkan program-program tindakan ini: yang

konsisten dengan kemampuan-kemampuan dari sumber-sumber daya tersebut pada

. setiap saat. Sumber-sumber daya tidak lamban sifatnya, mercka harus dikembangkan,

digabung, dan disebarkan sebelum dapat menghasilkan keluaran-keluaran yang

-berguna.

o I{emudiéﬁ Miifon . Esmandalam 'Joséph W Ea&bn, 1986 35 Iﬁen'yéb.uﬂ.can

| yérig termasuk sﬁmber;siir.nber dayé. adalah .

Pertama adalah stafrya ( manusianya), Pengembangan staf adalah fungsx yé:ng
terus menerus dari para pembangun lembaga karena tenaga kerja dengan ketrampilan-
ketrampilan, pengetahuan, dan komitmen-komitmen yang diprograﬁi‘ﬁa;gi hasil kerja

yang efekti-f‘yén‘g‘ d1per1ukan dalam 6rgﬁnisa$i yaﬁg inovatif. o
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s Untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang. trampll perlu melakukan pe]atlhan-
pelatlhan terhadap para anggota Iembaga yang berkeclmpung dalam lembaga
tersebut keterlambatan pelauhan dan kurang mengeruan terhadap pemahaman
lembaga bagl para anggotanya akan beraklbat Iembaga Itu tldak dapat berfung51 atau
tidak efekt1f Beg1tu sebahlmya bﬂa para anggota lembaga tersebut memahamij

terhadap sesuatu atau program ya.ng ada d1 Iembaga 1tu dltambah dengan ketrampilan

yang d1m111k1 oleh para anggota lembaga dan hasﬂ pelatzhan—pelanhan maka
lembaga itu akan efektxf dan menghasﬂkan keluaran-keluaran sesua1 dengan apa yang

dlharapkan oleh lembaga 1tu

Kedua mformasz tentang lmgkungan ckstemnya dan teknolog—teimologl baru

harus dlkumpulkan dlanahsxs chproses dls1mpan d1amb11 kembah dan disebarkan

bila perlu, karena orgamsaSI yang bekerja dalam kekosongan znformam tldak dapat

mengambll suatu keputusan yang rasmnal

Orgamsam perlu secara terus menerus mcngamatl lmgkungan ekstenmya bﬂa

ada perubahan-perubahan yang mungkm dapat membawa pengaruh terhadap
| kelangsungan dan Iembaga tersebut Dengan kata Iam para anggota lembaga 1tu harus
‘peka terhadap perkembangan lmgkungan yang ada dlsekltamya dan mengusahakan

Ilembaga tersebut untuk menycsualkan dengan perubahan yang ada dlluar lembaga itu

agar selalu ek31s dalam menja]ankan program-programnya

Ketlga adalah dana mesklpun bukan satu-satunya yang dlperlukan oleh

lembaga (organisasi), namun dana sangat-diperlukan: untuk membiayai: fasilitas dan

peralatan maupun operasi-operasi yang sedang berfangsung. Sumber-sumber apapun
yang menyediakan dana- penjualan produk-produk, anggaran-anggaran, sumbangan-
sumbangan dari luar lembaga. Lembaga tanpa adanya dana ya:ng memadal untuk
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operasinal orgamsas;l itu, maka organisasi itu tidak akan berfungsi sama sekali dengan
kata lam orgamsam itu tldak efekt1f

Selan_lutnya menurut Henry Sunamora ( 1999 2 ) bahwa éumber;s‘urﬁbér

daya dapat dlkategorkan menjadl empat hpe, yaltu o o
| - .Fmanmal sumber-sumber yang berhubungan dengan masa]ah keﬁaﬁ.l‘gan.
FlSlk, sumber—sumber yang berhubungan sesuatu yang berupa ﬁsﬁ(

-' mlsainya gedung, pealatan, dan 1a1n sebagamya B
o .Manusxa, sumber-sumber yang bcrhulbungan dél,ngan kcmalﬁlmaﬁ ‘dan

| ‘ketrampllanmanusmnya”wm o o R
- Kemam;man telmologls dan sxstem sumber-lsﬁmbe.r ya‘ngﬂ bérﬁunéan
h dengan teknologl yang d1m111k1 oleh lembaga xtu Juga kemampuan s1stem

.- ‘dalamorgamsasutu - o o o
Kalau penehu mengamau sumber-sumbcr daya yang ada pada Badan
Perwakilan Desa (BPD) yang ada d1 Kecamataﬁ Sayung memang sangat
'mempnhatmkan dan masﬂl jauh dan apa yang dlharapkan oleh lembaga tf.:rsebut
: Seg1 manusmnya xmsalnya hamplr 81 8 % pendldﬂcan dan para anggota Badan
IPemakﬂan Desa. (BPD) yang ada d1 Kecamatan Sayung berpendldlkan SMP dan
:yang sedera]at dltambah denga.n pembekalan tentang pengenalan program-program

tugas dan fungsx Badan Pcmakﬂan Desa dan Pemcnntah Daerah sangat mlmm dan

waknmyapun Juga terlambat sehmgga ketrampxlan dan pengetahuan yang d1m111k1

: olch para anggota BPD Juga sangat mlmm Dengan kemampuan yang minim terhadap
orgamsa51 yang dukutmya mana mungkm mereka dapat merg alankan tugas-tugas dan

| fungsmya sebagau anggota BPD dengan baxk, o




“-Begitu'juga dengan sumber finansialnya, dana yang dimiliki oleh Desa-Desa
yang di Kecamatan Sayung dari Pendapatan Asli Desa sangat minim sekali, sehingga
dana’ yang diperuntukkan untuk’ operasional Badan Perwakilan Desa juga sangat
minim. Dengan keadaan dana yang minim itu, maka Badan Perwakilan Desa Juga
berjalan apa adanya; dengan pengertian berjalan sesuai- dengan kebutuhan dan
-disesvaikan dengan dana yang ada. Untuk melakukan hal-hal yang baru-belum dapat
dilaksanakan.

Apalagi kalau dikaitkan dengan teknologi dan pengarub ekstérnnya, maka
sangat jauh sekali, sebab teknologi yang dimiliki oleh Badan Perwakilan Desa dengan
kondisi finansial yang demikian. itu; -hanya: mampu- menyediakan- dan membeli
peralatan untuk surat menyurat (alat ketik), sehingga untuk dapat menyesuaikan
dengan pengaruh’ eksternnya, ity sangat berat sekali, Jadi kesimpulannya, sumber-
sumber daya yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Xecamatan
Sayung sangat minim sekali.

7 Oleh karena itw pengaruh sumber-sumber daya terhadap lembaga itu sangat
berpengaruh - sekali; sebab jalannya. roda-lembaga itu tergantung adanya : sumber-
sumber daya yang-dimiliki oleh lembaga itu; - ..

* - Selanjutnya G.R. Terry.dalam bukunga H. Malayu S.P.-Hasibuan{ 1999 3.)
mengatakan bahwa dalam organisasi itu perlu adanya pengaturan terhadap
pemanfaatan sumber-sumber’ daya: yang ada dalam organisasi itu untuk “mencapai

tujuan. .
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... Maksudnya,: meskipun .dalam- organisasi.-itu: terdapat - sumber-sumber daya
yang'lengkap yang dibutuhkan: terhadap berjalannya suatu organisasi itu tetapi bila
tidak ada pengaturan yang baik, maka sumber-sumber daya juga tidak akan berfungsi
denganbaik..:. o0t

> ... -Sehingga kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan sumber-sumber.daya
adalah -sumber-sumber yang dimiliki: oleh lembaga itu;: baik finansial; sumber daya
fisik, sumber daya manusia dan sumber daya teknologl.

 Indikator :*--

...+ . Indikator sumber-sumber daya adalah sebagaiberikut ;.. -

s+ = Kemampuan Sumber Daya-Manusianya - ..

e t:.Bésar.dana-yang dimiliki- . oot

. ... . Kondisi fisik dari lembaga itu-( kantor, prasarana yang dimiliki-y. . - . -

3. Struktur Intern

.. Tiap organisasi, termasuk organisasi yang sudah melembaga, harus mencapai
kompetisi teknis dalam semua komponenmnya dan kepaduan yang efektif di antara
komponen-komponen tersebut. Kebutuhan untuk. menjamin . keterpaduan demikian
dimasukkan dalam suatu. kelompok variabel-variabel yang disebut dengan struktur
-intern: .
.-+ - .‘Menurut Milton J. Esman ( Joseph W.. Eaton, 1986 : 25) yang disebut dengan
struktur intern itu adalah struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya

lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya.
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- . Sedangkan menurut Saul M. Katz:( Joseph W. Eaton 1986 - 176 ) struktur
internal adalah struktur dan proses-proses yang dibuat untuk melaksanakan lembaga

Itu dan untuk memeliharanya.. - .. -

.+ Selanjutnya menurut Milton J. Esman ( Joseph W. Eaton, 1986 - 36 ) struktur
intern ini mencakup pola-pola wewenang formal dan informal, pembagian kerja
diantara komponen-komponen, saluran-saluran komunikasi - diantara mereka, : dan
metode-metode penengahan dan pemecahan dari perselisihan-perselisihan yang pasti
akan . timbul . mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan, ‘prioritas-prioritas, alokasi-
alokasi sumber daya, dan bahkan mengenai kepribadian-kepribadian dalam tiap
struktur .sosial': yang - kompleks. - Pembeéntukan ' straktur intern ‘mungkin akan
memerlukan taktik yang berbeda dalam organisasi-organisasi yang baru dan yang
dlsusunkembﬂh e T T DAY Do

. Kemudian menurut Gabriel - Almond (1978) dalam bahan kuliah yang
dlsampalkan oleh Drs. Edi Santoso, SU mengatakan bahwa kinerja -lembaga politik
ditentukan oleh sejumlah fungsi, yakni :

. a. Fungsi pembuatan peraturan : -
. b..:-Fungéi‘melaksanakanperantran-.l
¢. Fungsi penghakiman
- d.. Fungsi kapabilitas kelembagaan dan aparatur -

Artinya; dalam iﬂénganalisis struktural-fungsional yang ada- pada suatu
lembaga poltik, kita dapat melihat bagaimana fungsi-fungsi yang dijalankan oleh
‘iéﬁbaga- tersebut, Sebagaiﬁlana yang-terdapat dalam tugas dan fungsi yang ada pada
Badan Perwakilan Desa, yang mempunyai fungsi legislasi yaitu membuat dan

menetapkan peraturan-peraturan’ desa (perdes); dan fungsi kentrol 'yakni melakukan

pengawasan terhadap Pemerintah Desa, apakah sudah berjalan dengan baik: atau |

TPT-DUSTAL-UNDIP
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‘belum. Kalau sudah berjalan dengan baik, berarti lembaga tersebut sudah berfungsi,

_tetapi apabila belum berjalan dengan baik, maka lembaga tersebut belum berfungsi.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut perlu adanya suatu.penataan-

penataan dan -pembagian kerja yang jelas dan sisitinmatis, schingga fungsi-fungsi

ff‘:r‘s'ebu't dépaf. tcrlaksaﬁa:'ci'engan ba:lk -

MenurutJames L Gibsbn-, dkk( 1992 324 ) struktur i-tu:b;ctautan: dengan
hubungan : yang :Ielé,ﬁf "p‘asti-:-‘yén'g. —ﬁterd-a;')z'lt : -diﬁntafa t lﬁekeljaéﬁ—pékerjaan dalam
BfganiséSi.‘Hubungén yang pastl it timbul déri proscs hal-hal s'ebagai. benkut ST

a. Pembagian keja (devision of labor), yakni bahwa didalam organisasi itu

" harus. ada pembagian kerja yang jelas bagi para anggotanya. Pembagian
kerja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan ketrampilan yang
-dimiliki oleh ‘para.anggota supaya dapat .menghasilkan -pekerjaan yang
maksimal.

b. Departementalisasi ( departementalization ) artinya, dari pekerjaan
individu yang telah dibagi atas sepesifikasi tugas tadi dikelompokkan
kembali menjadi satu kelompok kerja agar dalam ppengontrolan pekerjaan
akan lebih mudah dan terarah.

¢. Rentang kendali (.span of control ) yakni ukuran yang tepat bagi kelompok
untuk melapor kepada satu atasan tertentu terhadap hasil kerja yang telah
Cdicapai. . e e ooroe T T

d. Délegasi ( deiégétfon ) yakrﬁ wéWenang 'yang telah dibagi-bagikein dan

. dimiliki. oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk melakikan
pekerjaannya.

.. i~ Dengan. démikian, apabila. dalam suatu lembaga. tidak  ada kejelasan tentang

pembagian tugas, tidak ada sepesifikasi pekerjaan; dan kurangnya wewenang, maka

lembaga tersebut tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
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Seperti halnya yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung struktur intern-nya belum
tertata baik dan belum adanya pembagian tugas dan: wewenang yang jelas dari
lembaga kepada para anggotanya, schingga .tugas dan fungsinya baik - sebagai
lembaga legislatif maupun sebagai lembaga kontrol yang ada di-desa tidak dapat
dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya Prof. DR. Mr.- §. Pradjudi Atmosudiro dalam Malayu S.P.
Hasibuan ( 1999 : 27 ) mengatakan “ bahwa struktur yang ada dalam organisasi
merupakan salah satu unsur adanya suatu organisasi-“. Artinya, organisasi itu baru
dikatakan ada atau. berfungsi bila dalam organisasi itu terdapat struktumya; dimana
struktur itu bukan hanya merypakan susunan keorganisasian saja, tetapi bagaimana
struktur yang dibuat itu dapat berfungsi dan ‘berjalan untuk mencapai ‘tujuan - dari
organisasi itu. Oleh karena itu. dalam struktur.ity harus ada kejelasan  tugas dan
wewenang oleh masing-masing bagian yang ada dalam struktur jtu.

Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan struktur intern adalah erganisasi
yang .ada didalam.lembaga itu yang merupakan bagian-bagaian dari lembaga, yang
mempunyai: kejelasan tugas- dan wewenang untuk mencapai tujuan: dan: sasaran yang
ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

Dengan dem1k1an, pengaruh struktur intern: dalam Suatu lembaga 1111 sa.ngat

berpenganﬂl sekah untuk kelangsungan dan fungsn lembaga tersebut dalam mencapax

tujuan-tujuan yang telah dltetapkan
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- . Indikator: -
.- Indikator struktur intern dalam penelitian iniadalah: .
- .Kejelasan pembagian peketjaan .-
-=... Departementalisasi ..~ | Lo
- Rentang kendali di BPD

- - Kejelasan wewenang yang dimiliki oleh para anggota . -

4. Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan ( Enabling) -

...+ Menurut Milton J. Esman (Joseph W. Eaton, 1986: 25 ').yang ‘dimaksud

_dengan kaitan-kaitan yang: memungkinkan (enabling) adalah kaitan-kaitan dengan

.organisasi-organisasi- dan kelompok-kelompok - sosial .yang. mengendalikan: alokasi
wewenang. dan sumber-sumber daya. yang diperlukan oleh lembaga tersebut: untuk
berfungsi.

... Sedangkan menurut Saul M., Katz . (:.Joseph W. Eaton, 1986 . 178 ) kaitan-
kaitan yang memungkinkan itu adalah kaitan yang ‘menghubungkan sistem organisasi
itu. dengan organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, dan _individu-individu yang
berwenang.

‘ Selanjutnya Milton J.- Bsman ( Joseph W..Eaton, '1986.:.37 ) mengatakan
kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling) menyediakan wewenang untuk bekerja
dan mencapai- sumber-sumber daya yang esensial. Kaitan-kaitan yang memungkinkan
ini juga dapat digunakan untuk melindungi organisasi (lembaga) tersebut terhadap
serangan dan untuk menjamin pencapaiannya ke sumber-sumber daya selama:masa
kritis sementara iz membagnun kemampuan-kemampuannya.
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Suaty organisasi yang sudah melembaga bukan berarti organisasi itu berdiri

sendirt .dan tidak -mempunyai - kaitan-kaitan dengan organisasi . lain. .Ja harus

-menetapkan dan memelihara suatu Jaringan dari kelengkapan-kelengkapan - dalam

lingkungan untuk tetap hidup dan berfungsi. Dipihak lain, lingkungan tersebut tidak
dipandang sebagai suatu ‘massa yang umum, tetapi lebih sebagai perangkat. struktur
tersendiri dengan mana lembaga yang bersangkutan harus bergaul.

: Seperti yang dikatakan.oleh Milton J. Esman ( Joseph W: Eaton, 1986:: 36 )
bahwa lembaga tersebut harus memelihara suatu Jaringan hubungan-hubungan

- pertukaran ‘dengan- sejumlah organisasi - yang terbatas yang melibatkan: diri dalam

transaksi-transaksi dengan maksud untuk memperoleh dukungan, mengatasi

-perlawanan, pertukaran-pertukaran sumber-daya, penataan lingkungan . tersebut, dan

memindahkan norma-norma dan nilai-nilai. Misalnya lembaga harus melakukan

-hubungan dengan kaitan-kaitan yang memungkinkan, vaitu dengan badan-badan -atau

orang yang membawahinya dan yang menyediakan sumber-sumber daya yang

- dipertukan oleh lembaga itu.

Selanjutnya Jiri Nehnevajsa ( Joseph W, Eaton, 1986 : 94 ) Kaitan-kaitan
yang memungkinkan itu bisa saja dari badan-badan yang ada diatas lembaga, juga
bisa.dari lembaga yang memberikan ruang gerak terhadap berfungsinya:lembaga
itu.Badan-badan atau orang yang merupakan kaitan yang memungkinkan ini
merupakan tempat dimana lembaga itu harus bertanggung jawab.dan memperoleh

dukungan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh lembaga itu.

- Hal ini dapat 'kita; llhat pada Bédéﬁ. Perwakilan D.esé' (BPD) yaﬁg harus

melakukan hubungan-hubungan dengan kaitan-kaitan lyf'ang hiemuhgkinkan, antara

laiﬁ déngaﬁ :

a. Pemerintah Daerah
b. Pemerintah Desa
¢. Partai Politik

d ieiﬁbag'a-iénibagéﬁlain di dééa




: ‘Peraturan—Peraturan Daerah Pemenntah Kabupaten Demak., antara lam
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- &, Pemerintah Daérah '

Kaitan BPD dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Dacrah merupakan

- lembaga yang memberikan dukungan dan legitimasi serta-wewenang terhadap Badan
Perwakilan: Desa (- BPD),  sebab - BPD merupakan - produk: dari Peraturan Daerah

‘Kabupaten Demak . Nomor 07 Tahun 2000, schinggacara. kerja BPD juga: harus

mengacu pada Pemerintah ' Daerah - yaitu - berupa - Peraturan-Peraturan ~ yang

. d1ke1uarkannya yang berhubungan dengan keberadaan BPD tersebut Dgn
Pemenntah Da,erah-lah yang mcmbcnkan wewenang terhadap BPD dalam
-Imenjalankan tugas dan fungsmya dl Desa, yang dulunya merupakan wewenang dan
.‘-"Pemenntah Daerah dan sekarang BPD—Iah yang men;alankan wewenang Pemenntah
.:Daerah yang ada d1 Desa, sehmgga BPD harus bertanggung Jawab kepada Pemenntah

"Daerah

Wewenang BPD d1 desa 1tu adalah sepertl yang sudah dltetapkan dengan

1) Perda Nomor 08 Tahun 2000 tentang Susunan Ogamsa51 dan Tata chja

’ Pemenntahan Desa | _' | | o

2) Perda ‘Nézlrhlor 09 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhenuan
Lurah Desa |

3). Perda Nomor 10 Tahun 2000.. tentang Péﬁéﬁﬁgkat@n dan Pemberhentian
Pamong Desa R

4). Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembuatan Peraturan Desa
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5). Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan

. .PamongDesa .- . . .
_ 6).. Perda Nomeor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Desa (APBDES)., . -
- Secara. umum kewenangan BPD. dalam menjalankan tugas dan fungsinya. di

desa ite meliputi :
= - Mengangkat dan. memberhentikan Lurak Desa.. .- - = - ..
. = Mengangkat dan memberhentikan PamongDesa ..+ - ..
-+ = .:Menerima dan menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Lurah Desa
..~ . Menetapkan - dan : menyetujui Rancangan: Anggaran:-Pendapatan - dan
Belanja Desa (RAPBDES) ... .

Kewenangan tersebut di atas tidak begitu -saja dilaksanakan semaunya oleh
BPD, karena kewenangan tersebut sudah - diatur ‘oleh. Peraturan-Peraturan Daerah
seperti yang telah disebutkan’ di -atas. Sehingga dalam . menjalankan tugas dan
fungsinya BPD tidak boleh melanggar. pada‘perature.m-peramran yang telah ditetapkan
oleh Pemerinah Daerah dan harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan di akhir
jabatannya kepada Bupati: selaku Kepala Daerah.” Bila ternyata ada BPD yang
berjalan tidak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Daerah,

maka Bupati dapat mencabut mandat yang telah diberikan kepadaBPD. . . . =
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~b. Pemerintah Desa - .. & "~
Kaitan BPD dengan Pemerintah Desa berangkat dari pematiaman bahwa
Pemerintah Desa merupakan lembaga yang menyediakan sumber-sumber -daya yang
diperiukan oleh BPD dan yang memberikan ruang gerak terhadap’ berfungsinya
-lembaga tersebut di Desa.'Dengan. demikian keterkaitan -antara BPD dengan
Pemerintah Desa sangat penting sekali, karena tanpa adanya penyediaan ‘sumber-
sumber daya dari Pemerintah Desa; ‘maka BPD tidak akan dapat berjalan dan
berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Begitu juga sebalikhya Pemerintah
Desa juga ‘hatus mau menerima dan’-menyadari ‘tentang - tugds”dan- ‘fungsi yang
-diemban dan yang: harus’ dijalankan -oleh BPD;" sehingga*Pemerintah Desa mau
memberikan kesempatan dan roang gerak terhadap ‘berfungsinya BPD tersebut.
. -Adapun fungsi dari BPD adalah.. oo oo e
! . Sebagai Badan Legislasi yang ada:di Desa -+
.- Sebagai pengawas terhadap Pemerintah Desa ™ - = o7
. -.. Menampung aspirasi dari masyarakat untuk -disampaikan kepada'instansi
..yangberwenang
. Didalam Perda Nomor 07 Tahun 2000 Pemerintah' Daerah Kabupaten Demak
disebutkan ‘bahwa ~¢  Badan Perwakilan -Desa ~adalah. .merupakan  mitra- kerja
Pemerintah Desa yang ada di Desa .
Sebagai mitra kerja maka BPD harus dapat membantu Pemerintah Desa dalam

menjalankan pembangunan di desa. Antara BPD dan Pemerintah Desa mengetahui

wilayah masing-masing, BPD sebagai Legislator yakni membuat Peraturan-Peraturan -
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Desa yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa sebagai Eksekutor

- yakni, - menjalankan. Peraturan-Peraturan  yang . telah . dibuat olch. BPD tersebut,

-sehingga antara BPD dan Pemerintah Desa saling menunjang-dan ada keseimbangan.

Memang, tidak dapat dipungkiri kehadiran BPD oleh sebagian Kepala Desa ada yang

~merasa sebagai_sesuatu. yang sangat menakutkan dan menjengkelkan, karena BPD

akan menghambat perjalanan dari Pemerintah Desa. Tetapi ada juga yang merasa
bahwa kehadiran BPD itu sebagai sesuatu yang menyenangkan karena akan dapat
meringankan masalah-masalah yang ada di desa yang selama ini menjadi tanggung
Jawab Pemerintah Desa saja. Dengan hadimya BPD sebagian: masalah itu menjadi

wewenang BPD, sehingga tugas dari Pemerintah Desa akan sedikit berkurang: -

. ¢ Partai Politik . .-

..+ - - Keterkaitan BPDD dengan ‘partai politik sangat kental sekali: Kita tahu bahwa

-anggota BPD: berasal dari-kader-kader partai -politik .yang. ada di Tanting-ranting

(desa), . sebab syarat bagi.calon anggota: BPD yang ingin menjadi anggota BPD

.adalah: orang-orang yang mewakili organisasi-organisasi sosial yang ada di desa atau

yang mewakili partai-partal tertentu yang:ada di desa..Oleh karena itu keberadaan
BPD. tidak - dapat - dilepaskan dengan organisasi -sosial atau- partai . politik ‘yang
diwakilinya. -Perilaku organisasi atau partai politik yang. diwakilinya: pasti - akan
terbawa didalam BPD, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh BPD. lebih besar
berpihak kepada organisasi atau partai yang diwakilinya dari pada berpihak kepada

masyarakat yang seharusnya diperjuangkan oleh BPD selaku lembaga yang
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mempunyai fungsi menampung aspirasi masyarakat; bukan aspirasi-organisasi atau

partai -politik. Maka tidak heran jika kita menjumpai anggota BPD-yang' kerjanya
hanya mencari-cari: kesalahan dari-Pemerintah Desa’ atau lawan: politiknya,- yang
seharusnya hal tersebut harus: dihindari oleh BPD sebagai lembaga yang mandiri dan

 [émbaga yang netral, tapi hal: tersebut sulit dihindari oleh ‘lembaga yang katanya

netral tersebut.. .

. .. . Lembaga-Lembaga lain di-desa : ... ~©- -~

.- - Keterkaitan: Badan . Perwakilan Desa (BPD) dengan lembaga-lembaga lain
yang di desa tidak dapat dipisahkan, seperti keterkaitan dengan lembaga keagamaan,
lembaga kepemudaan dan organisasi-organisasi sosial yang ada di desa. Disamping,

partai politik lembaga-lembaga yang ada di desa juga mewarnai ‘setiap kebijakan

yang akan diambil oleh BPD, karena lembaga-lembaga yang ada di desa juga sangat

‘berpengaruh ‘didalam: pembangunan desa. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan

-oleh BPD harus memperhatikan juga apa keinginan atau-aspirasi lembaga yang ada di

-desa itu, 'sebabbila tidak memperhatikan suara dari -sebagian lembaga-lembaga

tersebut, -maka BPD akan mengalami kesulitan pada waktu implementasi kebijakan

.yang telah diputuskan tersebut, sebab tidak ada dukungan dari lembaga-lembaga yang
‘ada.di desa ity Keterkaitan dah pengaruh lembaga-lembaga lain terhadap BPD juga

‘sangat besar sekali; sebab efektifitas BPD 'akan mulus jika ada -dukungan dan

legitimasi dari lembaga yang sudah ada sebelum adanya BPD dibentuk. .
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Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak akan berdiri sendiri tanpa ada kaitan
dengan Pemenntah Daerah (PEMDA) Pemenntah Desa parta1 politik dan lembaga-

lembaga lain yang ada d1 desa Dengan kata Iam BPD tidak akan berfungsi jika tidak

melakukan hubungan-hubungan dengan organisasi-organisasi atau badan-badan baik . .

yang ada diatasnya maupun yang ada di Desa yang me’rupakan peﬁjredia dan sumber-
sumber daya yang diperlukan oleh BPD, Dengan demikian keterkaitan BPD dengan
kaitan-kaitan yang memungkmkan ( emblmg ) 1tu sangat erat sekall terhadap
efektifitas atau berﬁmgsmya BPD tersebut l

Jadi kesimpulannya, kaitan-kaitan yang memungkmkan (enablmg) itu adalah

hubungan lembaga dengan organisasi atau kelompok sosial yang mengalokas1kan

wewenang dan sumber-sumber daya yang dlperlukan oleh Iembaga 1tu umuk dapat

‘ 8 berﬁmgSI dalam mencapm tujuan yang telah dltetapkan

' Indlkator

Adapun yang menjadi indikator kaitan-kaitan yang memungkmkan (enabfm g)
“ dalam pene.ht:an ini adalah :

- Kewewenang yang telah dlbenkan oleh Pemerintah Daerah kcpada BPD o

dalam menjaiankan fungsmya di Desa
- Kelja sama antara BPD dengan Pemenntah Desa e
- Keterkaitan dengan Partal Polxtlk

- Kerja sama antara BPD dengan Lembaga-Lembaga lain di Desa
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B. Hipotesis

" ¢ - Berdasarkan pembahasan: dan uraian diatas tentang variabel-variabel yang

mempengaruhi efektifitas. pelembagaan BPD yang-ada di Kecamatan Sayung, maka

.peneliti menetapkan hipotesisnya sebagai berikut :

B. 1. Hipotesis Minor

1. Ada hubungan yang signifikan variabel sumber-sumber daya

terhadap pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung (Y).

2. Ada hubungan yang signifikan variabel struktur intern terhadap

pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung (Y).

3. Aada hubungan yang signifikan variabel kaitan-kaitan yang

memungkinkan terhadap pelembagaaﬁ BPD di Kecamatan Sayung (Y).

P 'Gémbar 24

Hipotesis Minor secara ge'dmétﬁs o
Sumber—sumberdaya o _’ Pe]embagaan-'
X1 1w
Struktur Intern ’ | ‘l;éll'eﬁ'll')‘a.g-éah
X-2 BPD
Kaitan-kaitan Yang > Pelembagaan
Memungkinkan BPD
X-3
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B. 2. Hipotesis Mayor

.. Ada hubungan yang. signifikan: variabel sumber-sumber daya (X-1), variabel

. -+ --strokturintern (X-2), dan-variabel kaitan-kaitan yang ‘memungkinkan: (X-3)

terhadap pelembagaan Badan.  Perwakilan.-Desa: (BPD): diKecamatan

Sayung (Y).

o oa(Gambar 2.5 0 s 0

. -Hipotesis. Mayor secara-geometris. .. - -

. Sumber — Sumber
. " Daya

R TR X..l Gt

Struktur Intern

X-2

TR IR R A R NI

Pelembagaan
Badan Perwakilan
Desa

. .. . Memungkinkan.
1 (Enabling)

Corn X."'3
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.+ -.. METODE PENELITIAN . .

A. Rancangan Penelitian

--Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang
digabung dengan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan - hasil temuan-
temuan dari metode kuantitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui
pengisian kuesioner dan wawancara ndengan anggota-anggota. BPD vang berkenaan
dengan efektifitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disamping melalui
pengamatan terhadap -efektifitas BPD.- Disamping . itu - untuk -melengkapi teknik
tersebut di atas juga peneliti ‘akan ‘mengumpulkan. data-data melalui dokumen-
dokumen -dan- data-data - sekunder 'yang diperlukan 'di lokasi. penelitian, Dalam
melakukan analisis data, peneliti lebih menekankan pada masalah-masalah yang
~mempengaruhi pelembagaan-Badan' Perwakilan Desa baik yang dari: dalam maupun
dari luar lembaga itu, untuk memf)croleh jawaban atas permasalahan yang ada pada

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung..© -, ... -

B.. Ruang Lingkup
- Penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhi efektifitas BPD yang ada di

Kecamatan Sayung, dibatasi pada factor-faktor :
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- Sumber-sumber daya yang ada pada BPD di Kecamatan Sayung
_  Struktur intern yang ada'pada BPD:di Kecamatan Sayung

- Kaitan (hubungan) BPD dengan organisasi lain yang ada di Desa

C. Lokasi Penelitian
s o Adapun’ lokasi-penelitian dni adalahdi wilayah  Kecamatan ‘Sayung, yang
- terdiri dari 20 Desal. 1+ w70 e o Bl
D, Variabel Penelitian. -5 0
oot 1, Kiasifikasi Variabel oo
- d: Variabel Independen- 5 57 tu o D E
oy e leo a1 Sumber-Sumber Daya:sebagai variabel bebas ( X-1). oo S
- . a2 Struktur Inter sebagai-variabel bebas (X-2) - . @
s a3, Kaitan-Kaitan yang memungkinkan sebagai variabel bebas (X-3) -
w5+ b, Variabel Dependen-. oo 0 S '

i Pelembagaan -Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Sayung (Y).

2. Definisi Konseptual=. o "o 0 o0
a. Pelembagaan
Pelembagaan atan lembaga adalah organisasi yang:berdiri sendiri dan yang
. miembawa ' inovasi-inovasi baru. bagi: masyarakat' dan mendapat. dukungan serta

kelengkapan dari lingkungannya.
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b. Sumber-Sumber Daya - .. = ..,

. Sumber-sumber daya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga
itu, baik finansial, sumber. daya, fisik, -sumber daya. manusia- dan sumber daya
teknologi.. - .-

¢. Struktur Intern

Struktur intern adalah organisasi yang ada didalam. suatu lembaga yang
merupakan bagian-bagaian : dari- lembaga;, yang: mempunyai kejelasan tugas dan
wewenang untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga
tersebut.

d. Kaitan — Kaitan Yang Memﬁngkinkan (enabling)

Kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling) adalah hubungan lembaga
dengan organisasi-organisasi ‘atau' kelompok sosial yang. mengendalikan alokasi

wewenang dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh-lembaga. -

3. Definisi Operasional . . ..
a. Pelembagaan
Variabel pelembagaan ini diukur.dengan : ... -
1. Kemandirian BPD
- Tingkat kemandirian BPD dalam menjalankan fungsi: legislasi di Desa
- Tingkat kemandirian BPD" dalam menjalankan fungsi pengawasan

terhadap Pemerintah Desa .-
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2. Kemampuan BPD dalam berinteraksi™ + /=it ot o

.~ Tingkat kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat

...~ Tingkat kemampuan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat - -

PR

- Tingkat kemampuan BPD dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai

dengan fungsinya

-3. Dukungan dari lingkungan -~

. .- Tingkat dukungan masyarakat terhadap BPD '« 1o v

-~ Tingkat dukungan Pemerintah Daerah terhadap BPD ..~ .- -~

- Tingkat pemberdayaan terhadap anggota BPD oleh Pemda

G

- Sumber - ‘Sumber Daya

. Variabel sumber-sumber daya ini diukur dengan :.. -

1. Sumber Daya Manusianya (SDM): -« - woe o
- Tingiat pendidikan formal anggota BPD

- Tingkat pendidikan informal anggota BPD.... =% =i

- Tingkat kemampuan menyusun program bagi BPD .-

- Tingkat kemampuan merealisasikan rencana program "

~2:Sumberdana

_Dana yang dimiliki oleh BPD "+ 77 0

Tingkat kecukupan dana untuk operasional BPD:: " .

- Sumber dana yang diperoleh BPD




3. Kondisi fisik yang dimiliki lembaga -
- Kualitas perlengkapan kantor yang dimiliki BPD .

- Kelengkapan peralatan kantor yang dimiliki BPD - -

Struktur Intern

* . ‘Variabel struktur intern diukur derigan :. -

1. Pembagian Kerja
-+ Tingkat kejelasan pembagian kerja anggota BPD = . .

- Sepesifikasi pekerjaan anggota BPD

Jumiah pekerjaan yang harus dikerjakan . . -

2. Departementalisasi - -
Tingkat heterogenitas pekerjaan yang dikelompokkan - -

Tingkat homogenitas pekerjaan yang dikelompokkan -

3. Rentang Kendali
- Kesesuaian jumlah anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya

- Pola hubungan antara pimpinan dengan anggota - = .+

- - Tingkat kontak antara pimpinan-deéngan anggota

4. Kejelasan Wewenang
- Tingkat wewenang yang diberikan oleh pimpinan kepada anggota

- Tingkat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan

43
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. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling)

Variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan diukur dari: -

1. Kewewenang yang diberikan-oleh Pemda -~ -

- Tingkat kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Lurah
Desa

- Tingkat kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pamong
Desa

- Tingkat kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah
Desa

- Tingkat kewenangan dalam pembuatan Peraturan-Peraturan Desa

2. Kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa: -

Tingkat kerja sama BPD.dan Pemerintah Desa dalam Pembuatan

Peraturan—Peratwran Desa - - e

Kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa dalam melaksanakan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa -

Kerja sama -antara: BPD dengan . Pemerintah - Desa, ‘dalam program

pembangunan di Desa -+~
- Tingkat kerja sama.BPD dan Pemerintah Desa dalam menggali dan

mengolah potensi desa




45

3. Keterkaitan BPD dengan Partai Politik
- ...~ Tingkat keterkaitan -BPD dengan partai politik dalam pengambilan
- - . keputusan-

- Tingkat sumbang saran partai politik kepada BPD

- Tingkat campur tangan partai poltik kepada BPD .

4. Kerja.sama antara BPD dengan ‘Lembaga-Lembaga lain di Desa
.= Tingkat dukungan LKMD terhadap BPD
.- - Keaktifan lembaga-lembaga lain dalam memberikan masukan kepada
BPD

- Kerja sama antara BPD dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa

- E. Jenis Dan Sumber Data

.. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan :

- o ... 1. Jenis.Data

. v -Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua
jenis data, yaitu :
e. Data Kuantitatif,

Yaitu data yang berupa angka-angka, table-tabel, .skala, formula dan

sebagian besar menggunakan perhitungan angka-angka.
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f. Data Kualitatif.
Yaitu data-data yang sukar: diukur dengan angka-angka atau ukuran-
ukuran perhitungan matematika. Yang diambil- dari -hasil wawancara
dengan para guide.. . e e
2. SumberData - . ...l
a. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung
" dari responden dengan menggunakan kuesioner: dan. interviu yang telah
dipersiapkan sebelumnya. Data tentang hal-hal yang berkaitan dengan
.. fokus. penelitian, yang: meliputi -data " tentang - sumber-sumberdaya,
struktur intern dan kaitan-kaitan BPD di Kecamatan Sayung.

_ ..b. “Sumber Data Sekunder yaitu: sumber. data. yang diperoleh tidak secara
langsung tetapi diperoleh dari dokumen, mass media, laporan-laporan,
data statistik dan data monografi yang -ada:hubungannya dengan
penelitian ini.. Tentang laporan-laporan’ yang ada di Kantor Kecamatan
Sayung, baik itu berupa Perdes-Perdes yang dihasilkan oleh BPD

-.maupun: catatan tentang prestasi yang dicapai .oleh BPD yang ada di

Kecamatan Sayung.

" F.. Instrumen Penelitian
Instrumen adalah-sebagai-alat bantu dalam penelitian ini; maka peneliti akan
menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dengan memilih suatu

pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan skor atas jawaban
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pertanyaan tersebut. Yang terdiri dari 54 pertanyaan yang harus dijawab oleh 40
responden yang dijadikan sebagai sampel dalam’ penelitian. ini. Yang 'kerudian

- menjadi langkah selanjutnya untuk pembuktian hipotesis.

G. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel

- .-+ ~Yang menjadi populasi dalam penelitian inj adalah selurah BPD yang ada di
Kecamatan ‘Sayung, yang berjumlah 20 (dua: puluh) desa, sehingga jumlah Badan
Perwakilan. Desa yang ada di Kecamatan Sayung juga berjumlah 20 (dua puluh)
. Desa.-
..~ Karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah organisasi, maka
unit analisisnya adalah organisasi. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya
peneliti menggunakan teknik Quota Sampling, vaitu teknik sampling dengan cara
memilih: orang-orang yang mengetahui secara Jpersis permasalahan yang ada pada
-pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung: ~ - - ..

Untuk menentukan . ukuran sampel; . peneliti mengambil perwakilan dari
masing-masing lembaga untuk menjadi sampel, yaitu 1 (satu)-orang dari ketua yang
mewakili lembaga yang dipimpinnya, dan 1 (satu) orang dari anggota yang mewakili

-semua-anggota yang ada di-lembaga itu. Oleh karena jumlah BPD yang ada di
‘Kecamatan Sayung berjumlah.20: buah, maka jumlah sampelnya adalah 20 orang

ketua dan 20.orang anggota, sehingga berjumiah 40 orang.
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... W ‘Teknik Pengumpulan Data. -~ .00 oo
Adapun teknik dalam - pengumpulan - data - dalam ‘penelitian ini - peneliti
menggunakan .
1. Kuesioner
- Merupakan suatu-daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah
., disiapkan; untuk .memperoleh data berupa' jawaban dari:.responden.

* Tentang:hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas pelembagaan BPD

di Kecamatan Sayung, baik berupa sumber-sumberdaya, struktur

-+ - intern :maupun. kaitan-kaitan--BPD).denigan -organisasi atau lembaga
v Qbservasi e el e

.+ Suatu cara yang digunakan untuk.mengamati obyek-penelitian secara

langsung melaksanakan pengamatan i lapangan. ‘Dengan melakukan

. - pengamatan dan: - pencatatan. . terhadap. . aktifitas . -/BPD dalam
.. menjalankan tugas danfungsinya di desa.-. . ..
;- Interview Guide . . i :
" Yaitu, metode: pengumpulan data dengan jalan-tanya _jawab kepada

- ..pihak-pihak yang mempunyai ketetkaitan- dengan Badan Perwakilan

Desa, baik dari kalangan para anggota BPD- sendiri, maupun kepada

pihak-pihak diluar BPD yang erat kaitannya dengan keberadaan
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Lembaga BPD tersebut. Tentang hal-hal yang mempengaruhi
< efektifitas pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung,
4. Dokumentasi
Metode pengumpilan ‘data yang. dilakukan ‘dengan cara melihat
dokumen pada obyek penelitian yang berupa buku-buku Perda, Perdes,

- laporan-laporan, tabel-tabel yang berkaitan dengan penelitian. Tentang

laporan-laporan - gtan - catatan. BPD: ‘yang ada di Kantor Kecamatan

~ooSayung, oo

: I Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis .
1. Analisa Data
. Analisa Kuantitatif . -
‘Analisa kuantitatif adalah analisa data yang digunakan untuk mengolah
.data yang sifatnya nysta. biasanya berbentuk -angka-angka dengan
menggunakan rumus statistik atau uji statistik. Dalam penelitian ini data
yang peneliti gunakan adalah data ordinal dengan menggunakan skala
pengukuran :
~+ »= Skala Likert yang mempunyai gradasi sebagai berikut: . -

Sangat tinggi/sangat baik/sangat sesuai/sangat memadai diberi skor 4

“.. Tinggi/baik/memadai diberi skor 3 .
“Kurang baik/kurang sesuai/kurang memadai diberi skor 2

. Tidak baik/tidak sesuai/tidak memadai diberi skor 1 .




- Skala Guttman yang hanya mempunyai dua jawaban, yaitu :
Untuk jawaban ya/setuju diberi skor4 . v b :

. Untuk jawaban tidak/tidak setuju diberi skor 1" .+

b Analisa Kualitatif -+ SNESTRNR LR .

.. Analisa kualitatif. merupakan suatu analisa: dari. data-data yang tidak

. ... berwujud ‘angka-angka ' atau- data yang. sifatiiya. tidak dinkur dengan
angka dan cara mengola data yang diperoleh dari wawancara dengan
pihak anggota Badan Perwakilan Desa atau pihak-pihak di luar BPD,

baik Pemerintahian Desa maupun instansi-instansi terkait. <. =

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data kuantitatif dan

..+ kualitatif, karena, data-data yang diperoleh dari lapangan:akan diuji dengan

menggunakan, uji statistik kemudian. dari hasil itu.akan dideskripsikan dengan

. . - menggunakan metode kualitatif. .-ovo

2. Pengujian Hipotesis

Untuk. menguji- dan” membuktikan -hipotesis -yang telah diajukan dapat

... -diterima- atau ditolak, maka perlu diuji: kebenarannya- pada masing-masing

variabel yang hendak diteliti; oleh karena. itu teknik-analisis yang digunakan
adalah. pengujian: hipotesis -asosiatif: yang akan diuji dengan korelasi Rank

Spearman (1s) untuk korelasi sederhana. dan Korelasi Konkordansi Kendall
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untuk korelasi berganda (secara :bersama'-‘sama/keselhruhan). Hal ini
dilakukan dengan pertimbangan ‘bahwa data, yang - dipergunakan dalam
. penehitian ini.adalah data-ordinal (jenjang). - -...>-. 0o
Alat analisis yang dipakai adalah sebagai berikut :
- a." Korelasi Ranking Tau Kendall
- Korelasi ini digunakan untuk menunjukkar -atau mengetahui apakah cukup
kuat atau beralasan bagi kita untuk menyatakan ada atau tidaknya

hubungan antar dua variabel. Adapun rumushya adalah sebagai berikut :

5§
. Fr = Yn(n-1)

apabila terdapat nilai yang sama, maka memakai rumus © - -

IS
r = JV¥én@h-Tx J%a@D-ty

Tx: % Vi{t-1)

Ty %Vl

Keterangan :
S =Jumlah banyaknyé rank yang lebih besar
n = Banyaknya pasangan data -

= Kofeiési Téu Kendél o
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Rxi = Rangking dari variabel X .. -

. *Ryi.= Rangking dari variabel Y. v

t = Jumlah macam rangking yang berada dalam nilai pengamatan yang

sama

Menurut Sutrisno Hadi (1990:.::275), interpretasi koifisien korelasi untuk

. berikut.:

S *0,00-0,19 1

* 0,20 -0,39

*0,40—0,59

*0,60-0,79

* 0,800,100 -

.- mengetahui. wilai- “r” -tinggi-atan .rendah . dapat ' dikelompokkan sebagai

= rendah
= kuat

oo sangatkuat-coo o o

Pengujian Hipotesis .~

Meneﬂtﬁkéﬂ'fér’millési Ho dan 'I—'I'a:" L

Ho:r=0

Ha:r#0

Keterangan .
X-1
X-2

X-3

- tidak ada hubungan antara variabel bebas Xi dengan
variabel terikat Y
- ada hubungan antara variabel bebas Xi dengan variabel

terikat Y
= Sumber-sumber Daya
= Struktur Intern

= Kaitan-kaitan Yang Mcmungkinkaﬁ




53

Y = Pelembagaan BPD

Menmilih taraf nyata dan menentukan deraje;t kebebasan, dengan taraf nyata

0,05 atau tingkat kepercayaan 95 % dan derajat “kebebasan (dk):n-2.

Uji signifikasi :

r

7=

N{4n+10)/ (9r7-n)
Keterangan :
1 = koifisien korelasi Tau Kendall

N = banyaknya responden

Kesimpulan :

Jika Z > 7 0,025, maka Ho ditolak.

b. Korelasi Berganda L | |
Perhitungan korelasi berganda menggunakan i];oiﬁgien konkordansi Kendali
(W) dengan rumus sebagai berikut : o
S
{ V12K (0*-n)}—k3T

W =
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| -":w._'; =

Apabila terdapat nilai pengamatan yang sama maka rs memakai rumus :

Uy -ksT
Keterangan :

S = ¥ Ri—(Riy/n

R = jumlah rangking e

k = Banyaknya variabel yangdﬂmrelas:kan -
n = Banyaknya kolom (ulangan)

T = (Zf-t)/12

Uji signifaksi W, yaitu .

X = k(n-1)W

Keterangan :

il

X2 Chi Square

n = jumlah variable

Kaidah : tolak Ho jika X2 >X2.. a(n=1). .. . .
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¢ Korelasi Parsial - -~

+Korelasi parsial digunakan - untuk . mengetahui.- pengaruh - atau hubungan

- -+~ variabel independen dengan variabel dependen, dimana: salah satu variabel

+ . +independennya dikendalikan atau dibuat tetap. Perhiturigan korelasi parsial

* ‘digunakan rumus ;.

s oy - Pyx2omxdx2
Rxylx2 =

" \/1r2x1x2 "_\/'1'-r2_y:';2'

Adapun wji signifikasi koifisien korelasi parsial dapat dihitung dengan

romus
pVn-3
i ==
I-1p
Keterangan:

rp = korelasi parsial yang ditemukan
n = jumlah sampel

t =t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam
menerangkan variabel tergantung dapat dilihat dari besarnya koifisien
determinasi dengan cara mengkuadratkan koifisien korelasi yang

ditemukan (R?). Jika R? yang diperoleh dari hasil perhitungan
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menunjukkan semakin besar (mendekati satu), variabel tesgantung semakin

‘besar.: Maka-sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi-nilai variabel
. .. tergantung semakin- besar. :Sebaliknya. jika R-mepunjukkan semakin kecil

-~ (mendekati nol), maka dapat dikatakan -bahwa sumbangan dari variabel

bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung. semakin kecil. Hal ini
berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variabel
tergantung. Secara".‘ti_m'lnn dlkatakan bahwa _Be;samya Koifisien determinasi

berganda (R) berada antara 1 dan atau 0<R<1.




BAB IV

- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASH, -

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian
. A. 1. Kondisi- Geografis dan Demografis: ., .
- Secara geografis Kecamatan Sayung yang terletak berbatasan dengan wilayah
Kota Madya Semarang, merupakan wilayah dataran rendah yang terletak di pantai
utara Jawa Tengah paling barat dan berada di ketinggian 0 sampai dengan 3 meter
- dari permukaan laut. dan. memiliki posisi | geografis .yang sangat- strategis, yang
beribukota- di Desa. Purwosari. . Secara-administratif Kecamatan Sayung terbagi atas
- 20 ( dua puluh ) desa dengan batas administratif meliputi-.
.~ Sebelah Utara. - - _: Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Karang Tengah
+ .- Scbelah Selatan - . : Kecamatan Mranggen
- -SebelahBarat - - :Kodya Semarang - - ... .
. Luas Kecamatan Sayung adalah 7869,0 ha dengan rincian dari Timur ke Barat
+ 8 km dan dari Utara ke Selatan dengan jarak + 16-km, dan jarak tempuh ke kota
.Kabupaten Demak + 16 km. .. -
Menurut data statistik - Kanter Kecamatan - Sayung. - Tahun 2002 Jjumlah
penduduk di Kecamatan Sayung saat ini sebanyak 21.848 KK dengan jumlah jiwa
- sebanyak.:88.927 orang yang tersebar di 20 désa. Laju pertumbuhan’ penduduk di

Kecamatan Sayung mencapai 1,52 % per tahun. Pada Tahun 2001 penduduk usia
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produktif atau angkatan kerja (10 tahun- keatas) berjumlah 63.853 jiwa, yang terdiri
atas 31.695 jiwa laki-laki-dan 32158 perempuan. Dari jumlah tersebut tercatat 36.711
jiwa telah bekerja. Sedangkan sisanya dalam taraf mencari pekerjaan dan penduduk
bukan angkatan kerja. T SRV SN N IR

Lapangan usaha penduduk Kecamatan- Sayung -meliputi:: -sektor pertanian
,.sekitar 20,793 jiwa, nelayan 244 jiwa, karyawan pabrik 5.198 jiwa, buruh bangunan

2,826 jiwa,-pedagang -3:430 jiwa, angkutan-873 jiwa, pegawai-negeri/ABRI 1.073

. jiwa, pensiunan 255 jiwa,. dan lainnnya 857 jiwa,
- :Komposisi. penduduk .menurut ‘jenis ‘kelamin selama -lima: tahun terakhir
. hampir seimbang, Jumlah penduduk-perempuan tiap tahunnya selalu lebih besar dari
jumlah penduduk laki-lakinya('sex ratio per 100 ), sedangkan sex ratio-pada tahun
2001 sebesar 98,62 % yang berarti penduduk perempuannya. lebih banyak dari
penduduk laki-lakinya.

Kepadatan penduduk di- masing-masing desa menunjukkan ketidakmerataan.
Hal ini disebabkan oleh kondisi dan potensi masing-masing wilayah desa yang tidak
~.sama. Makin padat penduduk::cenderung :di pusat- kota Kecamatan- dan daerah
- perkotaan, di -mana.- banyak. terdapat- kegiatan-kegiatan- ekonomi .masyarakat di
berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan . .pekerjaan’; seperﬁ
- perdagangan, industri; pengangkutan dan jasa-jasa lainnya. -
.. = . Di Kecamatan Sayung untuk:Tahun 2001 mempunyai-kepadatan ‘penduduk

 sebesar 1.130 jiwaper Km, Desa Stiwulan merupakan Desa yang mempunyai-angka
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.+ kepadatan tertinggi yaitu sebesar 3.371 jiwa per Km, sedangkan yang terendah-adalah

Desa Surodadi dengan kepadatan penduduk sebesar 518 jiwa per Km.

- .. Sedangkan jumlah penduduk menurut pendidikan yang pernah ditamaikan di
- Kecamatan. Sayung. terdiri dari - Lulus SD sebanyak 10:161 orang,:lulus. SLTP
‘sebanyak: - -4.953 orang, lulus SLTA sebanyak 4.260 @ orang,. dan lulus

. Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 312 orang. - -

~ A. 2. Gambaran Umum BPD Kecamatan Sayung' . .-

BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat

~di Desa yang berfungsi mengayomi adat isdiadat, membuat Peraturan Desa (Perdes),

menampung dan: menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan’ pengawasan

-terhadap. penyelenggaraan. Pemerintah Desa (Pemdes). Dalam  pembentukan BPD
-:setiap - desa tidak. sama jumlah -anggotanya, karena - disesuaikan’ dengan jumiah
. penduduk yang ada di desa masing-masing.. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)
- dipilih dari tokoh-tokoh agama, -adat, organisasi-organisasi sosial politik, golongan
. -profesi, ‘dan unswr pemuka: masyarakat lainnya - yang memenuhi persyaratan yang

" dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan ‘pemilihan’anggota BPD

tersebut diatas' Kepala Desa membentuk: Panitia Pemilihan yang ditetapkan.dengan
Keputusan Kepala Desa, yang keanggotaannya dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat
desa.

Setelah Badan Perwakilan Desa (BPD) terbentuk, maka Kepala Desa

membuat Berita Acara kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan,
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.+ yang selanjutnya. Bupati .mengeluarkan Surat Keputusan kepada-anggota: BPD .yang

terpilih.

. .. . . Dalam-menjalankan tugasnya-sehari-hari BPD harus berlandaskan-pada svato
" aturan-‘yang dibuat dan’disepakati- bersama- anggota, aturan yang dimaksud. adalah

 Tata Tertib (Tatib). Berlandaskan. Tata Tertib itulah BPD: menjalankan tugas' dan

fungsinya sehari-hari, baik yang berhubungan dengan:msyarakat, dengan Pemerintah
Desa maupun dengan Lembaga-Lembaga lain yang ada di Desa. Tanpa menggunakan

aturan yang baku, maka BPD :akan:berjalan semausiya dan:tidak tahu-dimana BPD

. harus berjalan di-rel yang barus dilalainya. - -

BPD Kecamatan Sayung dilantik pada tanggal 31 Oktober- 2001.- Sejak saat

..itulah BPD :yang ada di Kecamatan Sayung ‘secara. yuridis formal menjadi: snatu
.- lembaga 'yang sah keberadaannya’ di desa. ‘Dari .20 Desa yang-ada .di Kecamatan
. Sayung jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) berjumlah: 242-orang; Dari
 jutnlah fersebut jumlah keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD): masing-masing
- desa tidak sama disesuaikan dengan jumiah penduduk masing-masing desa; sehingga
..ada desa yang_jumlah:anggota. BPD:nya 9-orang, -ada-yang.11 orang dan ada yang
~berjumlah 13 orang. Berikut.: disampaikan data’ tentang: jumilah keanggotaan BPD

-.pada masing-masing desa berdasarkan catatan di Kantor Kecamatan Sayung: =~
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Nama Desa

No Jumlah Anggota BPD
Bedono 13orang
Purwosari . I3 orang -
-Timbulseloko’ o 1 13 orang’
Loireng 11 orang
Prampelan 12 orang

Tambakroto |

9 orang

Pilangsari

9 orang

Sriwulan -

113 orang "

WOl oof <1 v W] &) w| 1] -

Banjarsari 13-orang - .
10 | Sidogemah 13 orang
11| Buluseri 13 orang
12| Tugu "1 13 orang -
13 { Dombo- {1l orang. . - - -
14 Katangasem 13 orang
iS Sayung | 13‘0.ra'ng | |
16 } Surodadi o orang
17| Jetaksari..© 13 orang
18 | Gemulak | 11.orang
19 | Kalisari 13 orang |
20 | Sidorejo 13 orang

Jumlah 242 orang

Sumber : Kantor Kecamatan Sayung Tahun 2002
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-, “Tabel TV:2. Jumlah anggota BPD Kecamatan Sayung

e 5 dan Tingkat Pendidikan .
JumlahDesa | anggota BI{D._. . :  Tingkat Pendidikan Anggota BPD
— TSP | % | SMA | % | SARJANA | %
20 Desa Mromng | 198 |SL8| 32 | 132 EETERE

- Sumber : Kantor Kecamatan Sayung Tahun 2002 o

"Berdasarkan tabel tersebut diatas menyebutkan bahwa anggota BPD yang
berpendldlkan SMP mencapal 81; 8 %, yang berpendldlkan SMA hanya 13; 2 % dan
yang berpend1d1kan Saljana hanya 5 %. Dari jumlah. prosentase tersebut
mengindikasikan bahwa pendzdlkan anggota BPD di Kecamatan Sayung kurang
memada1 jlka d1bandmgkan dengan beban tugas “dan fungsi yang dlembannya
sehingga masih pertu dtkembangkan dengan melakukan pelatlhan-pelauhan yang
berkaitan dengan pelembagaan Badan Perwakllan Desa (BPD).

Adapun struktur dari Badan Perwakilan Desa (BI’D) secara umum; yang sesuai
dengan ketentuan yang ada pada PERDA Pemenntah Kabupaten Demak Nomor 07
Tahun 2000 adalah terdiri dan B

- Ketua

" - Wakil Ketua
- Sekretaris BPD
- Angpota
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Gambar 4.1. Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD) -

KETUA -
. WAKIL KETUA ‘WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA ANGGOTA 1" ANGGOTA

Sumber : Perda Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000

"‘B HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasﬂ Jawaban darl 40 responden atas 54 pertanyaan tentang

” pelembagaan Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Sayung, yang mehpu‘a vanabel
- pelembagaan vanabel sumber-smnber daya vanabel struktur intern dan vanabel

kaltan-kaitan yang memunglmkan (enablmg) d1peroleh hasﬂ sebaga1 benkut




B.1. VARIABEL PELEMBAGAAN -

Variabel pelembagaan yang meliputi tingkat kemandirian BPD, kemampuan

BPD dan tingkat dukungan. terhadap BPD diperoleh has.il sebaga_ima__na yang terdapat

pada tabel-tabel dibawah ini :

1. Kemandirian

Tabel IV.3

Tingkat kemandirian BPD dalam fungsi legislasi

1 Sangat rendah 8 20.0
2 Rendah 16 40.0
3. . | Tinggi AT 40.0
4 .. Sangat‘tinggi ERLUEE 0.0

Total 40 100.0

Sumber Jawaban pertanyaan No.’ 1

Berdasarkan hasil wawancara penehu dengan Bapak Joko Staf Pemermtahan

Kantor Kecamatan Sayung pada tanggal 15 November 2002 menyebutkan bahwa,

BPD sebagai lembaga legislatif desa minimal dalam satu tahun waj lb membuat tlga

Peraturan Desa Ya:ltu Perdes tentang lelang Bondo Desa, Perdes tentang RAPBDES
dan Pcrdes tentang Laporan Pertanggung Jawaban Lurah Desa Blla k1ta kaltkan

dengan tabel d1 atas bahwa 20 % responden menyatakan sangat rendah 1tu bcrartx

BPD belum melaksanakan tugas dan fungsmya sama sekah sebagau lembaga iegislatlf

desa, dan 40 % rGSponden men;awab rendah artmya BPD hanya memenuhl standar

minimal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga legislatif yaitu hanya

membuat ketiga Perdes tersebut di atas. Sedangkan 40 % responden menjawab tinggi
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yang berarti BPD sudah dapat membuat peraturan-peraturan Jain disamping membuat

ketiga Perdes tersebut di atas.

Tingkat kemandirian BPD dalam fungsi pengawasan -

© .- Tabel IV:4 . .

angat,rendah 4 10.0

2 |Rendah 20 :50.0
3 | Tinggi | 16 40.0
4 | Sangat tinggi 0 0.0
Total 40 100.0

Sumber i awaban pertanyaan No 2

Mencennatl kemandman BPD dalam melakukan fung31 pengawasan terhadap

Pemenntah Desa 50 0 % responden menj awab rendah Amnya BPD hanya baru
dapat melaksanakan ﬁmg51 pengwa:san terhadap Pemenntah Desa sebaglan saja, ya:ttu
pengawasan terhadap kmerja Pemenntah Desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan

‘program-program desa, sedangkan pengawasan tentang keuangan desa BPD belum

scpenuhnya dapat melaksanaka.nnya karena dzsampmg belum adanya katrarnpllan

‘khusus tentang keuangan Juga karena pengawasan keuangan desa masﬂa menJad1
wewenang darl Bawasda Sedangkan 10 0 % responden men_lawab sangat rendah
‘Artmya, BPD daiam fung31 pengawasan belum berfuungs1 sama sekah hal ini

| dlsebabkan karena rendahnya dukungan dan kexja sama dcngan Pemenntah Desa
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2, Kemampuan BPD. ..~

Tabel IV.5

Kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi

1 angat rendah _ o .
2 .| Rendah ; P ! EETSUIREEI ¢ . 450
13 | Tinggi- , , 14 350
"4 ) Sangat ti'nggi B 7 ol T 00

Total 40 ) . 100.0

, Sumber Jawaban pertanyaan No. 3

Kemampuan BPD dalam menyerap asplxa51 dan masyarakat sepcrtl pendapat

yang dlsampalkan oleh responden dl atas menyebutkan 45 0 % responden men_}awab
| rendah Artmya, kemampuan BPD dalam menyerap asp1ras1 dan masyarakat belum
opt1ma1 hal m1 dlsebabkan karena mas1h rendahnya kemampuan dan ketrampﬂan

yang dmnhkl oleh anggota BPD kurang peka terhadap pcrmasalahan—permasalahan

yang texjadJ d1 msyarakat dan Jarangnya melakxﬂcan peﬂemuan—pertemuan dengan

masyarakat sehmgga BPD tldak mengetahm apa sebenamya yang terjadl dan

dlbutuhkan oleh masyarakat Sedangkan 20 0 % responden menjawab sangat rendah
yang artlnya bahwa BPD tldak ada kcglatan sama sekah dalam menyerap aspiraﬂ

masyarakat balk melalul pertemuan-pertemuan maupun lewat keglatan yang SIfatnya

mformal
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Tabel IV.6

Kemampuan BPD dal

‘1 Sangat rendah 6 15.0
"2 | Rendah 27i = 675
3 | Tinggi: 71 . 175].

4 Sangat tinggi O 0.0

| | Total L 40 100.0
Sumber : Jawaban pertanyaan No, 4 B O S FEH

. Berdasarkan tabel di .atas, bahwa ‘kemampuan BPD..dalam . menyalurkan

- aspirasi masyarakat melalui musyawarah.desa miasih rendah, padahal itu merupakan
~tugas yang penting dan utama yang harus ‘dilakukan oleh BPD. Terbukti 67,5.%
- responden: menjawab rendah. Artinya; aspirasi dari ‘masyarakat belum sepenuhiya
«dapat dibahas dan dipecahkan - dalam musyawarah desa, karena ketrampilan
- bermusyawarah yang 'dimiliki oleh anggota. BPD. masih rendah,. ‘sehingga untuk
- mengutarakan pendapat secara -baik dan benar belum bisa.. Sedangkan ‘15,0 %

+ Tesponden menjawab. sangat rendah, yang artinya aspirasi -dari  masyarakat -hanya

ditampung saja tanpa adanya suatu.pembahasan lebih lanjut, karena BPD sendiri

dalam keadaan fakum (tidak mempunyai kegiatan).
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~ Tabel IV.7
Kemampuan BPD berhubungan dengan masyarakat desa

1 Sangat rendah 64 15.0
2 : |Rendah - 26 - 650
3 | Tinggi 81 -20.0
4 | Sangat tinggl _ 0 - 0.0
: Total g 40 100.0

Sumber ; Jawaban pertanyaan No. 5 R PRI I

o+ Kemampuan BPD dalam melakukan hubungan dengan msyarakat yang ada di
- desa: juga 'masib’ rendah. Dari-40 responden 65,0- % menjawab: rendah. - Hal: i1
.- mengindikasikan bahwa hubungan:BPD dengan masyarakat belum dapat begjalan

-dengan ‘baik. Artinya, BPD. jarang sekali- melakukan hubungan. dengan: masyarakat

- baik lewat rapat-rapat di tingkat RT, :maupun.lewat foram-forum informial yang ada
- didesa, misalnya acara kegiatan’'agama,: ataul keégiatan-kegiatan yang lain, sehingga

" hubungan: BPD. dengan masyarakat kurang harmonis. -Sedangkan 15:% responden

. ‘menjawab -sangat 1endah, itu artinya BPD tidak melakukan. hubungan -sama-sekali

:dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal... = v

3. Dukungan

Tabel IV.8
Dukungan masyarakat kepada BPD

Sangat rendah 8 20.0
Rendah 30 75.0
Tinggi 2 5.0
Sangat tinggi 0 0.0

Total 40 100.0
Sumber : Jawaban pertanyaan No. 6

DS -
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. - Dukungan masyarakat terhadap keberadaan Badan ‘Pemakilan;Dcsa;(BPD)
ternyata masih rendah sekali. 750 % responden - menjawab readah. Ini
mengindikasikan bahwa masyarakat belum mengetahi apa sebenarnya Badan
Perwakilan Desa (BPD) itu, dan untuk apa BPD itu hadlr di desanya. Sehingga
masyarakat kurang mendukung adanya programmprogram yang dibuat oleh BPD.
- Sedangkan 50 % responden yang menjawab hnggl Artmya masyarakat mu1a1
mengetahm bahwa BPD ‘adalah sebagai wak11 mereka di desa sehmgga masyarakat

‘ | mulai mendukung program-program yang dibuat oleh BPD.

: TabelIV.9. . .
Dukungan Pemermtah Daerah kepada BPD

1 Sangat rendah . : 8. . 20.0

2 Rendah 28 70.0
4.3 - Tinggi . .. ... . e e e A 100
4 Sangat tmggl 0 0.0
Total .. . . = 400 1000

Sumber Jawaban perfanyaan No 7
o Dukungan Pemenntah Daerah terhadap BPD terhhat masm rendah sekali.
Seperti yang ada di tabel d1 atas 70 0 % responden men}awab rendah Artmya
dukungan yang diterima oleh BPD dari Pemerintah Daerah belum ada; baik dukungan
~ yang bersifat materi maupun yang non materi, Misalnya, -dana, peralatan, buku-buku
-atau. pelatihan-pelatiban terhadap- BPD.--Sedangken 10,0-% responden menjawab

- tinggi, yang berarti: telah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Seperti-vang
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- ‘dialami oleh BPD:Desa Purwosari yang mendapat pelatihan-pelatiban khusus dalam

* rangka Pemilihan Kepala Desa.

it . Tabel'IV.10:- : g
Pembcrdayaan Pemcnntah Daerah kepada BPD

1 | Sangattendah - = SR, - 50.
2 | Rendah 18 45.0
30 Tlngg1 T T T e e e e e o 5 0
4 | Sangat tinggi 0 0.0
TTomt . T A0 -:100.0

Sumber ; Jawaban pettanyaan No. 8

Pernbcrdayaan yang dllakukan oleh Pcmenntah Daerah terhadap para anggota

BPD ‘masih rendah sekah terbuktl SO O % respcnden mengatakan sangat rendah

'Artmya bahwa Pemerintah Daerah selama i belum pemah melakukan
- pemberdayaan terhadap para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Sedangkan
» 50 % mengatakan tinggi, yang artmya ada BPD yang sudah mendapatkan

pemherdayaan dan Pemermtah Daetah Mlsalnya, BPD Bedono yang menenma

pemberdayaan dalam proyek lmgkungan hldup d1 desanya

. B. 2. VARTIABEL SUMBER-SUMBER DAYA .. -7

" ‘Variabel . sumber-sumber -daya yang - meliputi-: sumber -daya- . manusianya

:(SDM), besarnya sumber- dana yang dimiliki BPD,-kondisi fisik yang dimiliki-oleh

. "BPD ( termasuk peralatan karitor dan kondisi kantor yang dimilikinya ), dari jawaban
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responden dapat diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat pada tabel-tabel dibawah

ini ;
- 1. Sumber Day‘a Manusia (SDM)

Tabel IV.11
Dukungan pendidikan formal. -

Tidak ﬁéndlﬂamﬂ g2

1 2 5.0
2 . {Kurangmendukung : . . .. . 10 250
3 | Mendukung 26 65.0
4 | Sangatmendukyng . - o o [ T T T ey

Total 40 100.0

.~ Sumber : Jawaban pertanyaanNo, 11 . . .

.. Dukungan pendidikan formal yang dimiliki oleh anggota Badan Perwakilan

+ Desa (BPD) berdasarkan tabel di atas 65,0-% menyatakan mendukung. Meskipun

rata-rata pendidikan formal yang dimiliki oleh anggota BPD Sayung adalah SLTP,
karena untuk menjadi anggota BPD minithal harus. berijazah :SLTP, maka mereka
menganggap bahwa pendidikan formal yang mereka miliki mendukung tugas dan
fungsi yang dlembannya Sedangkan 5,0 % responden menyatakan tidak mendukung,
artinya pend1d1kan formal yang mereka mlhkl belum tentu dapat mernbantu
pekex]aannya tanpa diikuti dengan pendzdzkan mformal atau pengalaman—

pengalaman tentang keorganisasian.
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- Tabel IV.:-12-
Dukungan pendldlkan mformal
1 1 Tidak mendukung 4 10.0
2 | Kurang mendukung 32 80.0
3 Mendukung e bl e g T 1000
4 Sangat mendukung 0 0.0
Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 13

Pendidikan informal yang dimiliki oleh anggota BPD di Kecamatan Sayung

‘. berdasarkan tabel di atas 80 0 %" mengatakan kurang mendukung Artmya
: pendldlkan mformal yang dimiliki bila dlterapkan dan dlpakal untuk menjalankan

; E tugas dan fungs1 sebaga1 anggota BPD tidak sesuai, karena BPD adalah merupakan

orgamsas1 barn di desa yang menuntut para anggotanya mempunyai kemampuan

. untuk membuat keputusan-keputusan.desa, peraturan-peraturan desa dan pengawasan
- tethadap Pemerintah Desa. Sedangkan 10,0-% responden mengatakan mendukung.
* Artinya;: ada ‘BPD. yarig: pendidikan informalnya dapat. dipakai untuk menjalankan

_ tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD.

i . Tabel IV. 13 + S
Kemampuan BPD menyusun program kerja

angat rendah )
3 | Tinggi 18 45.0
4 Sangat tinggi 0 0.0
Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 15
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- Kemampuan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Sayung
dalam menyusun Program Kerjanya 45,0 % responden menjawab tinggi, artinya BPD
ini sudah dapat menyusun program kerjanya meskipun belum maksimal. Misalnya,
program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah, perogram kerja
Jangka panjang, walaupun akhjmya program-program kerja yang dibuat tersebut tidak
dapat direalisasikan. Sedangkan .7‘-15,0 l' % .fésponden menyatakan sangat rendah.

| Artinya, ada BPD yang belum menyusun program kerjanya sama sekah M]salnya

. BPD desa Kahsarl ( menurut catatan Kantor Kecamatan Sayung )

Tabel IV. 14

Kemampuan BPD mereahsamkan rencana program )

Sangat rendah’
Rendah
| Tinggi’
| Sangat tinggi

fs Lo [

Total | 40| 1000
. Sumber : Jawaban pertanyaan No, 17

Berdasarkan {abel di atas kerﬁaﬁiﬁﬁé.n BPD Kecamatan Sayung dalam
merealisasikan prbgraiﬁ " keijanya 70,0 % 'resp‘onden' 'Iherijawab" rendah, 'A'm"nya,
"rﬁé'r;ék:a héﬁyﬁ ‘mampu membuat rencana kérj'éi saja, tetéf)i' tidak mampu
" merealisasikan rencania kerja tersebus, hal ini disebabkan rendahnya kefjasama BED
| dehéan?eméﬁntah Desa dan 'déﬁgaxi masﬁ-rakét.' Sédaﬁgkéh' 15,0 % fe"sptirideﬁ ada

yang menjawab tinggi, yang artinya ada BPD yang sudah dapat mercalisasikan
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© 2..Sumber Dana. . -

‘Desa juga berjalan; dan kunjungan ke RT. - -

| Tabel Iv. 15
- Jumlah dana yang dimiliki BPD -

. _rencana programnya. Misalnya, adanya rapat bulanan, rapat rutin dengan Pemerintah

1 Tidak memadai .0
2 | Kurang memadai 550
3 Memadai 15.0
4 | Sangat memadai 0.0

Total . 100.0

Sumber ; [ awaban pcnanyaan No 18

Sumber dana yang d1m111k1 masing-masing desa memang tidak sama, artinya

ada desa yang memiliki dana yang 'cukup ada yang kurang, ebab dana yang ‘dimiliki

oleh BPD dldasarkan besa,r kecllnya bondo desa yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sesua1 dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000, bahwa sumber dana

BPD diperoleh dari 10 % hasil lelang Bondo Desa. Berdasarkan jawaban responden

. di atas bahwa dana yang dimiliki oleh BPD di Kecamatan Sayung 55,0 % responden

meqyataka;l_kurang memadai. Artinya.,_ dana yang diterima dari‘ desa sangat kecil,

_schingga untuk biaya operasional dalam satu tahun masih kurang, apalagi ditambah

dengan biaya untuk rapat-rapat, hal ini disebabkan karena bondo desa yang dimiliki

.oleh desa sangat minim. Sedangkan 15,0 % responden mengatakan memadai, karena

. bondo desa yang dimiliki oleh desa besar/banyak, maka pembagian dana untuk BPD

juga besar, sehingga cukup untuk biaya rapat dan operasionalnya dalam satu tahun.
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 Tabel IV. 16
+ - Kecukupan dana BPD untuk operasional

1 | Tidak cukup 10 25.0
2§ Kurang cukup o 22 - 550
3 | Cukup 6 15.0
4 | Sangat cukup 2 5.0
Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 20 SR T

Berdasarkan table di atas 55,0 % responden mengatakan kurang cukup.
Artinya, kalau dana yang diperoleh-dai'i désﬁ' itu sangat kecil maka jelas dana tersebut
kurang unmk operasionalnya dalam sam tahun apalagl dltambah dcngan uang rapat
dan lam-Iam _Sedangkan 5,0 % rcspondcn mengatakan sangat cukup, karena dana
yang diterima dan desa cukup besar sehmgga untuk biaya Operasmnalnya dalam satu

tahun sudah cukup

TabelIV.17
Kesesuaian sumberdana dengan harapan. .- .

1 | Tidak sesuai 8 20.0

-2 {Kurangsesuai - v - . oo e 03000 800

3 | Sesuai 0 0.0

4 - | Sangatsesuai - e e G 00

Total 40 1000
“Sumber: Jawaban pertanyaanNo. 22 . - - A

‘Untuk kesesuaian sumber dana yang dipeoleh dengan harapan-para anggota
BPD dan dengan tugas yang diembannya 80,0 % responden menyatakan kurang

sesuai, karena harapan mereka paling tidak dana yang diterima itu cukup untuk biaya

ce TR b Pam AT IR SIS e cron
ﬁ.‘m‘;?“ BIET A ”F?}"ﬁ?}f
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operasional dalam satu tahun termasuk bxaya rapat-rapat. Sedangkan 20,0 %

responden menyatakan tidak sesuai Kaxena mereka memang tidak mendapatkan dana

sedikitpun dari desa sebab desa sendiri: bondo desanyd: 0,0 %. Seperti: ‘Desa

- Karangasem déﬁn,Desa Kalisari.

3. Kondisi Fisik (kantor)

TabelIV. 18 . ...
Kuahtas perlengkapan kantor BPD

1 -.Tldakberkuahtas e . 200

2 | Kurang berkuahtas 32 80.0

. 3. | Berkualitas - ., . L e Qe e 00
4 | Sangat berkyalitas 0 0.0
Total 40.1. . - 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No.23
Dalam hal perlengkapan kantor yang dimiliki oleh BPD di Kecamatan Sayung
80,0 % responden menjawab kurang berkuahtas Artinya, perlengkapan kantor yang

dnmhkl oleh BPD sudah kctmggalan zaman. Misalnya, mesin *ketik yang merupakan

bekas dari Pemenntah Desa meja kursi yang Juga kondtsmya sudah Jelek bahkan
}'kantomya s'endiri masih pinjam dengan Pemerintah Desa. . ,sgdapgkan 20,0 %
" ‘fé'spbnden méﬁjawab tidak berkualitas, yang r;_:rt'i.r.iya_.;BPD. belum . mempunyai
- perlengkapan kantor sama sckali, baik itu mesin ketik, maupun perlengkapan kantor

.yanglainmya. oo




77

Tabel IV. 19
- . Kelengkapan kantor BPD - -

1 | Tidak memadai’ L o - : 20.0°
2 | Kurang memadai 24 60.0
3 |Memadai - - T o B 2000
4 Sangat memadai 0 0.0
R ‘ 7 Total o v ag [T T00:0

‘Sumber JawabanpertanyaanNo 24 L )

| Dalam hal kelengkapan kantor yang dlmlhkl oleh BPD yang ada di
Keéamatan Sayung 60 0 % mengatakan kurang memadal artmya peralatan kantor
yang dxmihklnya hanya sekedar meja kurs1 saja Sedangkan 20 0 % menyatakan
wmemadal amWa BPD sudah memﬂlkl per]engkapan kantor mesklpun sangat

sederhana diantaranya meja kurs1 alman dan rak penylmpanan buku—buku.

A. 3. VARTABEL STRUKTUR INTERN
Variabel struktur intern‘ yang meliputi‘ pembagian kerja anggota BPD,
departementahsam BPD rentang kendah dan kejelalasan wewcnang yang ada pada

: BPD dapat dlperoleh hasﬂ sebaga1mana yang ada pada tabel-tabel dlbawah ini :

1. Pembagian Kerja'

Tabel [V.20
Kejelasan pembagian kerja anggota BPD - - .

1 1dak jelas 8 20.0
2 {Kurangjelas ™ - - .0 oo o 0 p s BB 100
3 Jelas 2 5.0
4 | Sangatjelas - - o e b e )

Total 40 1000

‘Sumber : Jawaban pertanyaan No. 25 ~
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Ke;elasa.n pembaglan ker_;a bag1 anggota BPD memang dlrasakan mamh
kurang jelas bahkan terkesan tidak jelas sehmgga banyak anggota BPD yang
bmgung dengan apa yang harus dikeqakan Seperti yang dlscbutkan dalanl tabel di
atas ‘?O O % responden menyatakan kurang Jelas Artmya pembaglan tugas yang ada

pada BPD lcurang jelas, misalnya belum adanya kejelasan pembagian tugas bagx

anggota BPD sehlngga masmgmasmg anggota txdak tahu apa yang harus mereka
.' 'kerjakan Sedangkan 5 O % respondcn menyatakan sangat jelas Artmya, masmg-
H'masmg sudah mcndapatkan pembagmn tugas yang ]elas Contoh bldang kesra

N bldang Pemenntahan bldang sosw.l dan lam sebagamya Sehmggav mereka tahu apa

yang seharusnya mereka kerj akan

v oo Tabel IV.21
Kesesualan pembaglan kexj]a

1 .| Tidakseswal. .. ..c.. .o oo el L .+15.0
2 | Kurang sesuai | 30 ‘ 75.0
3 Sesuai 4 10.0
4 Sangat sesuai e o Ol 0 0.0

Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 26
Berdasarkan table di atas. kescsualan pembaglan kerja yang ada pada BPD di

"Kecamatan Sayung menyebutkan 75; 0 % responden menjawab kurang sesual

. -Artmya karena belum ada pembagian tugas yang jelas, maka, ketrampﬂan yang
K mereka m1hk1 kurang sesuai dengan apa yang mereka kcx]akan Sedangkan 10 0 %

responden men]awab sesuai, karena masmg—masmg anggota , telah. mendapatkan
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pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya, maka peinbagian kerja: tersebut

menurut mereka sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki.

 Tabellv.22 .
Tingkat beban pekerjaan

1 ! Sangat berat " I -30.0
2 | Berat . ' e 26 65.0
3 |Ringan I e 1
4 Sangat nngan 0 0.0

~Total : o e e 40 100.0

Sumber Jawaban pertanyaan No 27

Karena tldak adanya kejelasan tugas yang dlambannya, maka anggota BPD

merasakan bahwa mcreka mcrasakan ada beban yang berat terhadap pekeljaannya
karena mereka harus melakukan semua pekeljaan mnpa ada pembaglan yang ~Ielas

| kepada mrereka sehmgga mereka mengatakan bahwa beban peker;aan yang

d1bebankan kepada mereka 1tu sangat berat sekall Sebagannana yang dxsampalkan
65,0 % responden d1 atas Sedangkan 5 0 % respondcn mengatakan rmgan karena

mereka mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya, sehingga pekerjaan mereka

* menjadi ringan, g A I A st
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-2, Departementalisasi .o - e

Tabel IV, 23

i Sangat rendah 6 15.0

2 | Rendah 14 35.0
3| Tinggi T 18 7450
"4 Sangattmggl CL2 50
Total 401~ 100.0

“ Sumber Jawaban pertanyaan No 28

Memang banyak pekex]aan yang d:lakukan oleh BPD d1 desa, dan masmg—

masmg desa Juga tLdak sama, apalagx desa yang banyak banglmannya. Seperti yang

dssampalkan responden pada tabel dJ atas 45 0 % responden mangatakan tmggl

Artmya, pekex]aan yang harus d1selesa1kan dz desa sangat beragam, baak itn

tmggl, yang artmya pekeljaan yang mereka hadapl sangat beragam sckah |

o TabelIV.24 o -

pennasalahan yang berhubungan dengan kemasyarakatan maupun masalah yang

| berhubungan dengan pembangunan fisxk Dan 5 0 % responden mengatakan sangat

1 | Sangat rendah 12 30.0
2 | Rendah 28 70.0
3 Tinggi 0 0.0
4 | Sangat tinggi 0 0.0

Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No, 29

Karena memang tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh BPD di desa itu

sangat beragam sekali, maka tingkat kesamaan pekerjaan anggota BPD rendah
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( tidak ada ). Hal ini seperti yang dlsampalkan oleh responden di atas, 70,0 %

: responden mengatakan rendah dan 30 0 % responden mengatakan sangat rendah
Arﬁnya tlngkat kesamaan pekerjaan BPD antara satu desa dengan desa yang lamnya
‘ tldak sama, ada tingkat pekerjaannya tinggi dan ada tingkat peker]aannya rendah

' tergantung program yang ada di desanya.

- - 3. Rentang Kendali .

U TabelTv.2s

1 Tidak sesuai 0.0
. 2. |Kurangsesuai . . .. .. . | 141 350
3 Sesuai 26 650
4 . | Sangatsesuai - . . . e e O 00

Total 40 ' 100.0
Sumber : Jawaban pertanyaan No.30 T P

- Jumlah keanggotaan ‘BPD- itu sudah ditetapkan. oleh Undang-Undang yang
berlaku, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maupun dalam Perda
Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa jumlah
keanggotaan BPD disesuaikan dengan -jumlah penduduk desa yang ada pada waktu

pemilihan. Sehingga 65 0% responden menjawab sesuai, karena sudah sesual dengan

.. ketentuan yang berlaku Tetapi ada Juga yang men_]awab kurang sesuai ya1tu 35 0 %
- | responden, karena ‘banyaknya persoalan yang harus dlselesa1kan oleh BPD di desa,

. maka dari jumlah anggota yang dlmlhkmya dirasa kurang sesuai untuk

menyelesalkan masalah yang dihadapi di desa
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., TabelIV.26 . .
Pola hubungan BPD

1 | Tidak baik 2 0
~ 5 [Kurangbaik . - |- 16y 400
3 | Baik 18 45.0
ek [ & 100
Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 31
BPD adalah lembaga yang demokratis yang ada di desa, sehingga setiap
pengambilan suatu kebijakan harus dilakukan dengan jalan musyawarah; hubungan
yang harmonis antara pimpinan dan anggota akan terjalin bila lembaga itu sering
melakukan pertemuan, begitu sebalikn;'é bila lembaga itu jarang melakukan
Apertemuan maka hubungan antara plmpman dengan anggota tldak akan harmonis,
'Dan data di atas yang menyebutkan bahwa pola hubungan antara plmpman dengan
anggota yang harmonis adalah 45.0 % responden Sedangkan 5, O % ‘responden
mengatakan tldak baik, karena mereka udak pemah ‘melakukan . pertemuan-
pertemuan, sehingga hubungan ‘mereka.baik dengan pimpinan maupun antar anggota

. kurang harmonis. © -

e oo Tabel IV.27 :
Frek_uensi pertemuan BPD

Sangat jarang " ST e o s 2
2 | Jarang ' 24 600
3 Senng T v e s b e e A2 e < 300
4 Sangatsenng 2 5.0
s BRDEE “Total - .- 401 & 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 34
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~Karena ‘setiap keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah, maka kontak
antara pimpinan dengan anggota dilakukan apabila ada pertemuan itu saja. Semakin
sering pertemuan yang dilakukan, maka semakin sering kontak antara pimpinan
dengan anggota, begltu seballknya, semakm }arang pertemuan yang dilakukan, maka
3y semakln Jarang pula kontak antara pimpinan dengan anggota Berdasarkan table di
| Vaf_;as 60,0 % responden mengatakan jarang. Artinya, mereka melakuk_an pertemuan
- déngan pimpihéh kalau ada acara rapat dilvar itu mereka jarang mélgkukan kontak.
Sééla’ngkan 5,0 % responden mengatakan sangat‘.;_s.elz"ing.‘ Artinya, kontak dengan
. pimpinan selain mereka lakukan kalau ada rapat juga dilakukan diluar rapat (acara-

acara yang bersifat informal). .

4. Kejelasan wewenang

Tabel IV.28 }
Ke elasan wewenang anggota BPD

idak 30 75.0

Total 40 100.0
“Sumber : Jawaban pertanyaan No. 35- © .’ - .

‘Kebanyakan ' wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsi itu dilakukan
secara bersama-sama baik oleh semua anggota dan pimpinan, dan hanya sedikit
wewenang yang diberikan oleh para anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
itupun dalam - hal-hal” tertentu, . misalnya pembentukan Tim Khusus atau Panitia
--Khusws, sehingga jarang sekali wewenang itu dimiliki atau diberikan oleh pimpinan

kepada anggota dalam menjatankan tugas dan fungsinya. Seperti yang terbukti pada
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_data di-atas menyebutkan bahwa 75,0 % responden menjawab tidak ada wewenang,
. dan 25,0 % responden menjawab.ada wewenang.

. S : - Tabel IV, 29
Partls 2a51 an ota BPD dalam 1

1 Sangatrendah 2 5.0
.2 TRendah .- - - o e el o R 55,0
3 | Tinggi | 12 30.0
.4 - | Sangattinggi® - o0 v T T oo gl e 10.0
Total A0 100.0

“* Stimber : Jawaban pertariyadn No. 36
Partisipdsi ‘anggota BPD dalam pengambilan suatu Keputusan memang sangat
penting dan sangat dibarapkan sekali, karena semakin tinggi partisipasi anggota BPD
dalam pengambilan keputusan, maka semakin balk keputusan yang dltetapkan, dan
begitu sebaliknya. Tetapi rupanya partisipasi anggota BPD yang ada d1 Kecamatan
Sayung dalam pengambﬂan lceputusan maSIh rendah Terbukti data di atas
menyebutkan 55,0 % responden memawab rendah Artmya, senng kah anggota ‘BPD
3 dala.m rapat mereka hanya datang dan mendengarkan saja, tanpa 1kut berbicara
| Sehmgga keputusan yang mereka ambil kadang-kadang mereka sendiri tidak paham.
--Sedangkan. 5,0.% responden mengatakan sangat rendah; itu- berarti: BPD tidak ada

. kegiatan sama:sekali; schinggatidak ada satu keputusanpun yang diambil. .

. B. 4. VARIABETL, KAITAN-KAITAN YANG MEMUNGKINKAN .. . /.
.+ ~Variabel kaitan-kaitan’ yang memungkinkan (enabling) meliputi kewenangan

. yang diberikan' oleh Pemerintah Daerah kepada. BPD; kerja sama BPD- dengan
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Pemerintah Desa, keterkaitan BPD dengan Partai Politik, dan kerja sama BPD

dengan lembaga-lembaga: Iam yang ada d1 desa, diperoleh hasil sebagaimana yang

Fre Y L

terdapat pada tabel-tabel dibawah ini;; ©o .o oot woe s nean,

; ”.'.l; B R ML U PRCANE SRR

| ..l.fAI.VI_(evire_liapg'an‘yang_ diberikan oleh Pemda . ..

TR ~TabellV.30 . ... .. ;.-
Kewenangan terhadap Lurah Desa

e G L Sh 8 = —

fum—y

wA o Ya ot el et ] oo 2300 o o 75.0

Total 40 100.0

+; Sumber : Jawaban pertanyaan No. 37 ..

Dalam pengangkataﬂ dan pe‘mbérhént'iarn. Lurah ]jesé, .meﬁ1ang' BPD dibenkan
kewenangan oleh Pemerintah Daerah Sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah dalam: Perda. Kabupaten Demak Nomor ‘09 . Tahun, 2000, walaupun

kenyataannya kewenangan yang d1ber1kan oleh Pemermtah Daerah itu beimn
sepenuhnya dlbenkan kepada BPD dalam melakukan pengangkatan dan
“ pemberhentlan Lurah Desa. Berdasarkan tabel dl atas 75 0.% responden menjawab
yai Artinya, berdasarkan. ketentuan . yang .ada - kenyataannya .mereka diberi
.. wewenang oleh Pemerintah. Daerah. dalam hal. pengangkatan. dan pemberhentian
. Larah, Desa... Sedangkan 25,0 % mengatakan “tidak”, karemna mereka merasakan

.-bahwa kewenangan yang diberikan itu tidak sepenuhnya, . - ... .
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Tabel V.31
v e we i Kewenangan terhadap Pamong desa - o

o nent ong ey 7 555

(S

4 Ya 30 75.0

Total SRy P U T RN SFTRC S 40 R 1000

Sumber : Jawaban pertanyaan No.38
Seperti halnya pengapgka’tan dan pembgrhentian Lurah Desa, kewenangan

Juga dlbenkan kepada BPD oleh Pemenntah Daerah dalam hal pengangkatan dan

| pembehentlan Pamong Desa, sebagaimana yang. djtetapkan oleh Pemcnntah Daerah
o Kabupaten Demak dalam Perda Nomor 10 Tahun 2000 1tupun juga belum
sepenuhnya dlbenkan kepada BPD, Terbukti dan 40 responden 75,0: % diantaranya

menjawab “ya” dan 25,0 % responden menjawab “tidak”.

TabelIV.32
" Kewenangan BPD dalam pengawasan kepada Pemerintah desa

Tidak — 10 25.

[y

N R N e 30 - 75.0

Total 40 1000

" Sumber : Jawaban peftanyaan No.39 -+ e o T

" ‘Kewenangan juga diberikan képada BPD oleh Pemerintah Daerah dalam hal

pengawasan ‘kepada Peimérintah “Desa, - tapi  kewenangan * itu  hanya’ sebatas

- pengawasan’ tethadap- ‘jalannya - Pemerintah - Desa dalam - menjalankan' tugasnya,

terhadap masalah keuangan hanya scbatas’ penggunaan keuangan -desa, tentang

masalah detailnya keuangan desa kewenangan masih terdapat pada Badan
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-Pengawasan Daerah' (Bawasda). Dari 40 responden, 75,0.% responden menjawab
“ya”,:yang artinya sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 07 . Tahun 2000
mamang BPD diberi wewenang dalam hal pengawasan terhadap Pemermtah Desa.
Sedangkan 25,0 % responden mengatakan tldak yang mereka merasakan bahwa
wewenang yang diberlkan oleh Pemenntah Daerah 1tu ma51h setengah-setengah.

Mlsalnya, dalam hal pengawasan keuangan desa masﬂl dllakukan oleh Bawasda

Tabel IV. 33
Kewenangan dalam pembuatan peraturan-peraturan Desa

Tidak - T 10 25.0

1
4| Ya . T T A 75.0

Total 40 100.0

- Sumber : Jawaban pertanyaan No. 40 -

~Kewenangan yang lain yang dimiliki oleh:BPD adalah kewenangan-dalam

pembuatan - Peraturan-Peraturan: . Desa, kewenangan ini memang sepenuhnya

+ diserahkan kepada- BPD dan. Pemerintah -Desa dalam .membuat. Peraturan yang

-berhubungan dengan desanya; asal tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku

atau Peraturan yang ada diatasnya. Hal ini- memang sepenubnya diberikan.kepada

" BPD dan Pemerintah Desa. Walaupun demikian dari 40.responden yang menjawab
fya” ada: 75,0 %, yang artinya mereka mengakui kalau mere diberi wewenang untuk
- membuat Perdes. Sedangkan 25,0 % responden mengatakan “tidak”, karena mereka

" masih .merasakan. belum: sepenubnya. diberi. wewenang untuk membuat Perdes.
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. Misalnya, Perdes tentang lelang bondo desa yang: ketentuannya -sudah dibuat.oleh

. Pémerintah Daerah dan BPD hanya.menanda.tangani.hasil.dadlelang-ter_sebut. BE

2 Kerjasahui BPD dengan Pemerintah Desa ‘. |

SRR T I :Tabel IV. 34 -
Ker] asama BPD dalam pembuatan Perdes

1 idak bai 5 12.5
2 | Kurang baik 23 57.5
3 | Baik R 12 30.0
4 | Sangatbaik ey e e e v e 0.0

Total . . , 40, _ 100.0

| ; Sumber Jawaban pertanyaan No. 41"

Kelja sama antara BPD dengan Pemenntah Desa memang belmn sepenuhnya

menun}ukkan adanya suatu prestasi yang menggemblrakan, apalagi: dalam pembuatan

.~ ‘Peraturan-Peraturan Desa’ yang sarat -dengan:. kepentingan-kepentingan. . Data yang
.. diperoleh yang diperoleh dari: 40 ‘tesponden’ di atas mengatakan bahwa 57,5 %
;- menjawab kerja sama. antara BPD -dengan: Pemerintah Desa dalam hal:Pembuatan
. Perdes itu kurang baik, yang artinya masing-masing lembaga. saling mempertahankan
“+ kepentingannya : sendiri-sendiri, 'sehingga- Perdes: yang - dikeluarkan - sarat. dengan
‘. .kepentingan dan.tidak berpitiak pada. masyarakat secara umum: Sedangkan 12,5 %
-+ responden - menjawab’ tidak baik; yang -artinya .tidak-ada kerja. sama- antara: BPD
* “dengan’ Pemerintah Desa, schingga-Perdes: yang ‘dikeluarkan sering dibuat:sendiri

“ oleh Pemérintah Desa tanpa melalui persetujuan dari. BPD selaku lembaga legislatif

desa.
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: : 12,5
«t 2 | Kurang baik 231 . 575
3 Baik A2 30.0

4 | Sangat baik 0 0.0
Total v 400 o 100,0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 42

- Begitu halnya dengan kerja. sama BPD. dengan Pemerintah Desa - dalam

-penyusunan: APBDES, - sama -halnya dengan kerja sama - antara .BPD dengan
- Pemerintah : Desa  dalam . hal pembuatan - Perdes,: karena- penetapan. APBDES
- ‘merupakan salah saty bentuk dari produk Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah

-Desa dengan BPD, belum: juga menunjukkan. kerja sama yang baik, terbukti 57,5.%

- responden menjawab. kurang baik, yang artinya belum ada kerja.samia. yang. baik

+-antara' BPD ‘dengan Pemerintah Desa. Dan 12,5 % responden ‘menjawab. tidak baik,

karena rancangan APBDES masih dibuat sendiri oleh Pemerintsh” Desa tanpa

dikonsultasikan dengan BPD), dan BPD hanya diajak untuk mengesahkan RAPBDES

yang dibuat oleh Pemerintah Desa tersebut.
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- Tabel IV: 36
Keriasama BPD dalam . perencanaan pembarn,

ama and mb.

1 - { Tidak baik 5 12,
2| Kurang baik T3 . 575
3 | Bak .. co12.Le 0 730.0
-4 | Sangat baik VR © 0.0

' Total <40 . 100.0

. Sumber : Jawaban pertanyaan No. 43

Diantara Perdes yang lain adalah tentang perenéanaaﬁ pembangunan désa,

. dimana kerja sama. antara BPD: dengan Pemerintah Desa dalam hal perencanaan
. pembangunan di desa juga masih menunjukkan belum:adanya kerja sama yang baik,
' dari‘ 40 responden 57,5 % menjawab kurang baik. Artinya, ‘belum ada keselarasan
- antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam hal -merencanakan pembangunan yang
- ada’ di- desa, .sehingga saling. melempar: tanggung. jawab . antara BPD. dengan

.. Pemerintah Desa. ‘Sedangkan 12,5:% .responden: tengatkan’ tidak baik.. Misalnya,

Pemerintah Desa membuat. rencana pembangunan desa.sendiri tanpa ‘dikonsultasikan

~.denganBPD:.... .o

Tabel IV, 37
Kerjasama BPD dalam pelaksanaan emban desa

H] -]1 Lk B
1 Tidak baik
2 | Kurang baik
3 | Baik
4 | Sangat baik
Total

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 44
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Dalam hal kerjasama untuk melaksanakan pembangunan di desa antara BPD
dan Pemerintah Desa masih terhhat sama dengan kel:}a sama~kega sama yang telah
disebutkan sebelumnya, artinya dan hasﬂ jawaban responden antara kexja sama
dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa jawbanannya sama.
Yaitu beluln adanya suatu keselarasan dan kerja sama- yang ba1k antara BPD dengan

Pemenntah Desa.

Tabel V.38

- Kerjasama BPD dalam menggali dan mengolah potensi desa. .

~Sumber : Jawaban pertanyaan-No. 45.

1 Tidak baik 5 12.5
2 [ Kurang baik i 230 - 57.5
3 | Baik , 12 30.0
.- 4 | Sangatbaik . . 2000
' Total 40 100.0

- ‘Dalam hal penggalian dan pengolahan potensi yang ada di-desa, kerja sama

. antara-BPD dengan Pemerintah Desa, belum menunjukkan. kerja satha yang baik,

- karena belum: adanya ketrampilan dan pengetahuan bagaimana cara menggali dan

mengolah potensi yang ada di desa, dari 40.responden 57,5% menjawab kurang baik,
artinya antara Pemerintah Desa dan BPD saling menunggu. Sedangkan 12,5 %
responden menjawab tidak baik, artinya tidak ada inisiatif sama sekali dalam hal
penggalian dan pengolahan potensi desa baik oleh Pemerintah Desa maupun oleh

BPD.
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3 Keterkaltan BPD dengan Partai Polltnk -

TabelIV.39
. Keterkaitan Partai Politik dalam BPD .. ..

1 Sangat rendah 2 .
2 | Rendah 100 .0 25.0
3 | Tinggi 22 55.0
4 | Sangat tinggi 6 15.0
Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 46

Keterkaitan Partai Politik dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD

\ memang sangat sarat dengan muatan—muatan polmk ka:ena mau tldak ‘mau
B 'keterkaltan partal pohtlk selalu ada pada diri anggota BPD karena k1ta tahu bahwa
: 'anggota BPD itu juga sebagian besar juga berasal dan parta1 atau dengan kata lain

l. mewaklh partal-partai tertentn. Terbukti dari data diatas; 55,0. % responden

. menjawab-tinggi, -yang artinya setiap- anggota BPD yang. mewakili- partal politik
- tertentu. dalam Ssetiap pengambilan- keputusan -selalu membawa misi: ‘partal .yang

. diwakilinya, Sedangkan 5,0 % responden menjawab sangat rendah, artinya BPD tidak

: ada kegiatan apa-apa, schingga tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD:
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- Tabel IV. 40 coo
ngkat sumbang saran partai politik kepada BPD

1. .| Sangatrendah e I R T
2 Rendah 14 35.0
4 Sangatnnggl 2 50
Lo - Total- el e A0 e T100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 47

Begitu juga tingkat sumbang saran yang diberikan oleh partai politik kepada
BPD juga tinggi sekali, karena setiap anggota BPD yang mewakili partai politik
tertentu pasti setiap ada' permasalahan terténti minta pertimbangan dan saran kepada
partai politik yang diwakilinya. ﬁ;bagaimana terbukti pada tabel di atas bahwa
55,0 % responden ménjaWab"tin'géi daﬁ' 5,0 ‘% responden menjawab sangat tinggi.
_~‘ Artinya, setiap keputusan yéng diambil oleh BPD: kental -dengaq érqrna poli'tik::y'ang

~ diwakilinya. .

Tabel IV. 41 :
Campur tangan partm polmk ke dalam BPD

1 | Sangat rendah , RN 0

2 | Rendah 6 _
4 Sangattmggl _ 4

] T Toml - - | &l

Sumber Jawaban pertanyaan No 48 s '
Campur tangan partal polmk kedalam BPD jelas sekah karena BPD itu

dlbentuk juga berdasarkan hasﬂ dan produk pohtlk sehmgga campur tangan partaI
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politik kedalam BPD tmggl sekah Sebagaxmana yang dlsebutkan oleh data di atas,

dari 40 responden 75 O % menjawab tmggl dan 10 0 % responden menjawab sangat

‘ tmgg1 Artinya, setlap pennasalahan yang dlselesalkan oleh BPD panaz-partal pohtlk
_ yang dlwakﬂmya selalu ikut campur tangan, sehingga keputusan yang d1amb11 oleh

- BPD selalu menguntungkan dan merugikan partai tertentu, tanpa memperhatxkan

aspirasi masyarakat secara umuin.

... 4. Kerjasama BPD dengan Lembaga-Lembaga lain di Desa .

Tabel IV, 42
' Tingkat dukungan LKMD kepada BPD.

1 Sangat rendah 20.0
2 Rendah 2861 . .. .70.0
3 | Tinggi 2 5.0
4 Sangat tinggi 2 5.0

Total 40 160.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 50

Kehadiran BPD memang kurang mendapat sambutan yang baxk oleh lembaga-

. lembaga lain di desa termasuk dlantaranya Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat

Desa (LKMD) ‘berdasarkan tabel di atas 70 0 % responden mengatakan bahwa

| - dukungan LKMD terhadap BPD masih rendah, karena LKMD menganggap bahwa

kehadlran BPD d1 desa akan memmbulkan permasalahan baru di desa Sedangkan

5,0% responden mengatakan t1ngg1 dan sangat tmgg1 Artlnya dukungan LKMD

‘terhadap BPD sangat besar sekah ka:ena LKMD merasakan ba.hwa kehadlran BPD
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akan membantu dan mermgankan tugas yang selama i menjadl beban LKMD,

seperti masalah sosml pembangunan dan Ia1n~lam |

Tabel IV. 43
Keaktifan lembaga—lembaga lain terhadap BPD .

1 | Tidekaktif . T gl 20,

2 Kurang aktif 26 65.0

4 Sangat aktif 0 0.0
- Total- - . . . oo 40, - 1000

Sumber J awaban perfanyaan No. 51
Karena kehaduarmya dan awal memang sudah tldak mendapat tangapan yang

posmf dan lembaga-lembaga lam yang ada d1 desa, maka jelas sekah bahwa dalam

membenkan masukan-masukan yang dlbutuhkan oieh BPD dari lembaga-lembaga

Iam yang ada di desa kurang aktif sekah, terbuku dan 40 responden 65 0 %
menJawab kurang akuf Antmya BPD belum mendapat dukungan yang penuh darl
lembaga-lembaga lain yang ada di desa, sehingga mereka ndak mau membantu
memberikan masukan-masukan kepada BPD Sedangkan 15,0 % responden
men;awab aktrf Artmya ada BPD yang sudah mendapat dukungan dan Iembaga—

lembaga lain yang ada di desa sehmgga setlap ada masalah mereka selalu

membenkan masukan—masukan kepada BPD.
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-‘ ‘. ‘Tabel IV. 44 :
Kerj asama antara BPD dengan Iembaga keagamaan

~ lembaga keagamaan tidak terlalu jelek dan masing-masing desa Juga betvana31

- sebagaimana Jawaban dari 40 responden menyebutkan 50 0 % menjawab kurang

.' ‘anggota BPD selaln dan parta1 pOil’Elk yang ada d1 desa, anggota BPD Juga berasal
| ‘dan tokoh-tokoh agama yang ada d1 desa Bahkan 5 O % responden mengatakan
-..sangat ba:lk, yang artlnya hubungan antara BPD dengan lembaga keagamaan sangat
| ‘harmoms karena sebaglan anggota BPD merupakan baglan dan 1embaga keagamaan

yang ada dx desa

1 idak baik 2 5.0
2 Kurang Baik 20 50.0
3 | Baik ' R 16 40.0
4 Sangatbaik T T e e e e 2 5.0

Total . ... . . 40 100.0

Sumbét Jawaball pertanYaan N‘o 52 PN

Lam halnya dengan 1embaga keagamm hubungan antara BPD dengan

baik. Artmya, hubungan BPD dengan lembaga keagamaan maSIh ada sebab sebagian

S - Tabel IV. 45 :
Kerj asama antara BPD dengan orgamsas1 kepemudaan

1 | Tidak baik - .. . "~ SRR N 3 - 10.0
2 | Kurang Baik 24 60.0
3 | Baik T e 12y 0300
4 | Sangat baik 0 0.0

Total 40 100.0

Sumber : Jawaban pertanyaan No. 53
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Berdasarkan tabel di atas kerja sama BPD dengan organisasi kepemudaan

yang ada di desa 60,0 % mengatakan kurang baik. Artinya, BPD ‘kurang'mendapat

- dukungan dari organisasi--kep‘émudaan,-' karena didalam BPD tidak ada bagian yang
- mengurusi- kepemudaan; - schingga mereka - menganggap. bahwa ..mereka  tidak

“mempunyai wakil .di BPD. Sedangkan 10,0 % responden  mengatakan tidak: baik,

yang artinya tidak ada kerja ‘sama . sedikitpun antara - BPD dengan organisasi

kepemudaan.

Tabel TV. 46
Kerja sama BPD dengan organisasi wanita (PKK)

1 | Tidak baik X 4 - 10.0
_2 | Kurang baik , 24 . 60.0
3 | Bak. . R i2 30,0
-4 | Sangat baik 0 0.0

' Total C e 4D 51000

Sumber Jawaban pertanyaan No 54

Bcgltu halnya dcngan kega sama antara BPD dengan orgamsa51 wamta (PKK)

‘yang ada d1 desa Juga ma51h kurang balk tetap1 ada Juga yang kelja samanya sudah
:baxk Darl tabel dlatas menyebutkan bahwa 60 O % responden menjawab bahwa keija
‘sama anta;ra BPD dengan PKK kurang ba1k yang artmya kexj;a sama antara PKK
| .dengan BPD belum teljahn dengan bazk PKK menganggap bahwa BPD tldak akan

memperjuangkan PKK, karena mereka udak mempunya1 wakll perempuan d1 BPD

Sedangkan 10 O % responden menjawab txdak baik Amnya, t1dak ada kerja sama

antara BPD dengan PKK
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. -C. Analisis Hasil Penelitian

- Analisis. hasil - -penelitian’ ini- merhpakan« kesimpulan ‘dari: -masing-masing

.. variabél. Yaitu variabel pelembagaan; variabel sumber-sumber daya, variabel struktur
; intern; dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan, yang masing-masing: diambil

. dari hasil tabel tunggal yang telah.disebutkan disatas. - ¢

C. 1. Variabel Pelembagaan

~Tabel IV, 47
: Vanabel Pelembagaan : - g

No KategLrl Jawaban F %

1 Sangatrendah:. o0 i 0o viB S 20,0
2 Rendah 29 72.5
-3 Tinggi R 1.5
- 4 Sangat tinggi 0l " 0.0

Total Do 40 100.0

. Sumber Jawaban petanyaan kuest no. 1-10

Apablla kita hhat dan tabel di atas terhadap pelembagaan Badan Pewvakﬂan

Desa (BPD) ternyata (72 5 %) rendah Artmya, bahwa pelembagaan BPD 1tu mamh
rendah, balk rendah dalam men;alankan ﬁmgs1 legtslasmya d1 desa, rendah dalam

meiakukan fung31 pengawasan terhadap Pemenntah Desa rendah dalam menyerap

aSplra31 masyarakat, rendah kemampuannya dalam menyalurkan asp:ras1 masyarakat

‘. melahu musyawarah dcsa rendah kemampummya dalam berhubunga.n dengan

masyarakat desa, begﬂ:u halnya dengan dukungan masyarakat terhadap keberadaan

BPD juga maszh rendah termasuk Juga dukungan Pemenntah Daerah yang dltenma

oleh BPD dirasakan masih belum sepenuhnya, terbukti dan 40 responden 72 5 %
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: Indikatornya adalah ;

99

- menjawab rendah; dan hanya 7,5 % responden. yang menjawab tinggi: Berdasarkan

- data tersebut di atas membuktikan bahwa BPD di Kecamatan' Sayung belum: dapat

Masih sedikitnya perdes-perdes yang dihasilkan, bahkan ada yang belum

.- menghasilkan satu perdespun. - -

- - Pemerintah Desa belum terkontrol dengan baik .

=+ Lemahnya - kontrol : tethadap Pemerintah  Desa, ' sehingga . kinerja

Rendahnya dukungan: dari .masyarakat, -karena. kurangniya sosialisasi

kepada masyarakat tentang BPD:

Rendahnya dukungan Pemerintah Daerah, baik dana maupun dukungan

~lainnya, -

. C. 2. Variabel Sumber-Sumber Daya. -~ . . -

Tabel IV. 48
" . :Variabel Sumber-Sumberdaya - .

No Kategori Jawaban: | %
1 Sangat rendah 8 20.0
2 Rendah 20 50.0
3 Tinggi 12 30.0
4 Sangat tinggi 0 0.0

Total 40 100.0

Sumber : jawaban petanyaan kuest no. 11-24
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.. - Berdasarkan data tersebut di atas membuktikan bahwa sumber-sumber daya

..yang-ada. pada BPD .di. Kecamatan Sayung ‘masil réndah, dari. jawaban. responden

diperoleh hasil 50,0 % responden menjawab rendah dan:20,0 % responden menjawab
sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan formal dan informal yang dimiliki
oleh- BPD yang - kurang -mendukung. terhadap- tugas. dan fungsinya, rendahnya

kemampuan BPD dalam menyusun program_kerja, rendahnya kemampuan BPD

. dalam merealisasikan tencana program, rendahnya dana yang diperoleh dan dimiliki

oleh BPD untuk operasionalnya dalam satu tahun, dan rendahnya kualitas peralatan

. dan perlengkapan kantor yang dimilki oleh BPD sehingga dapat menghambat BPD

dalam menjalankan fugas dan fungsinya: .~ © .l
- Indikatornya: .-
- Rendahnya sumber daya manusianya, karena kurangnya pelatihan dan
penegmbangan dari Pemerintah Daerah terhadap pelembagaan BPD
- Rendahnya sumber dana BPD yang hanya mengaridalkan dari hasil lelang
bondo desanya
- Kurangnya sarana danprasanayang dimiliki oleh BPD, baik kantornya

maupun peralatan penunjangnya: - - FERR
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Tabel IV, 49
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- Variabel Struktur Tntern
No Kategori Jawaban Frek Y%
1 Sangat rendah 5 12.5
2 - Rendah o o0 L 234 1 B78
3 Tinggi 12 30.0
4 Sangat tinggi 0 0.0
Total =~ 40 100.0

Sumber : jawaban petdnyaan kuest fio. 25:36 -

Berdasarkan tabel di atas dapat dlsunpulkan bahwa ‘struktur intern yang ada

pada BPD Itu masﬂl rendah, hal ini terbukti 575 % responden dlantaranya menjawab

rendah dan 12 5 % responden menjawab sangat rendah

Rendahnya struktur intern ini dapat kita hhat dan

-+ Pembagian kerja bagi anggota BPD yang kurang jelas,

- = kurang sesuainya pembagian kerja dengan ketrampilan yang dimiliki oleh

- anggota BPD, ..

- kurang sesuainya jumlahanggota BPD untuk.menjalankan tugas dan

fungsinya,

- w0+ . sangat beragamnya pekerjaan yang harus ditangani,. - -

.~ ~tidak . adanya- wewenang dari pimpinan kepada ' anggota dalam

menjalankan tugas dan fungsinya,

-+ - . masih rendahnya partisipasi anggota BPD dalam pengambilan keputusan.

g “‘l"r-wq o
ey
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Karena belum adanya penataan yang baik terhadap: struktur intern yang ada

pada BPD di Kecamatan Sayung, schingga tugas dan fungsi yang seharusnya

dilaksanakan oleh BPD tidak dapat terealisasi dengan baik.

B C 4, Variabél'Kaitan-Kaitan Yang Memuﬁékiﬁkﬁﬁ (enabling) |

Tabel IV. 50. .. ' :
Variabel Kaitan-Kaitan yang Memungkinkan .. ...
No .. Kategori Jawaban t. - Frek .. | ..~ %

1 Sangat rendah 1 2.5
2 . ... Rendah " ol 295
3 Tinggi 20 50.0
4 Sangattinggi.. .- . . oo 8] 200
Total 40 100.0

Sumber : jawaban petanyaan kuestno. 37-54. . . . ...

Variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling) dapat disimpulkan

; tinggi yaitu. 50,0-% responden menjawab tinggi -dan 20,0- % responden menjawab

sangat tinggi, sedangkan yang menjawab rendah vyaitu'-27,5. %.: yang dapat

Hal ini dapat kita lihat dari:

_mengakibatkan pelembagaan BPD tidak berfungsi secara efekuf. - . .-

- Tingginya campur tangan Pemerintah Daerah baik dalam pengangkatan

.. dan pemberhentian-Lurah Desa maupun pengangkatan dan pemberhentian

Pamong Desa.

-+~ Tingginya keterkaitan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan Peraturan-

Peraturan Desa (Perdes).
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- .- Tingginya keterkaitan Partai Politik dalam -setiap kebijakan,yang diambil
oleh BPD,

- T1ngg1nya campur tangan pan'al pohtlk dalam masalah-masaiah yang ada
padaBPD o - . o

- Dan besarnya pengaruh léiﬁbaga«-lembaga lain yang ada di desa.

Dengan tmggmya pengaruh lembaga—lembaga lam terhadap BPD baik

lembaga yang ada d1 atasnya (Pemenntah Daerah), maupun lembaga yang ada di

- desa, maka akan membuat pélembagaan BPD tidak akan berfung51 secara efektif.
' Dengan kata lain, semakin t1ngg1 pengaruh kaitan-kaitan terhadap BPD, maka akan

 semakin rendah lembaga ity untuk berfungsi (semakin rendglyl_c_emﬁ?ndiﬁannya).
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C. 5. Korelasi antara Sumber-Sumber Daya dengan Pelembagaan BPD

Tabel IV. 51

Péngaruh Sumber-éuniberdaj;a térhadap Péiembagéan

Rendah

| tinggi

2 3

Kurang | .T;i.nggli

. Sumber-sumberdaya .

4

~ Sangat
tinggi

Total

| Pelembagaan

8

., 20.0%

29

80.0% | 75.0%

72.5%

3

i 25.0%

7.5%

2

0

100.0% ! 0.0%

¢ Total

8

20 | 12

Y

40

100.0%

100.0% 100.0%

100.0% | 100.0%

Sumber - Kuest dari variabel Sumber-Sumberdaya dengan variabel Pelembagaan

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel di atas menunjukkan adanya

pengaruh yang positif antara sumber-sumber daya dengan pelembagaan Badan

Perwakilan Desa (BPD), artinya semakin tinggi sumber-sumber daya yang ada pada

Badan Perwakilan Desa (BPD), maka semakin berfungsinya efektifitas pelembagaan




{NofValid Cases - . 40
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Badan Perwakilan Desa (BPD) tersebut; begitu sebaliknya semakin -rehdah’sumber-
sumber daya yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD), maka akan semakin tidak
berfungsinya pelembagaa.n BPD tersebut Hal i Juga dltunjukkan dari hasil
perhitungan kendali dengan angka sebesar 0 495 pada tabel IV. 51 dibawah, arnnya
adanya pengaruh posmf yang cukup kuat antara sumber~su1nber daya dengan
pelembagaan BPD Apabﬂa kita hhat dengan taraf kepercayaan 5 % temyata hasil

_Kendall tersebut dapat dikatakan signifikan dimana 0,000 < 0,05.

Tabel IV. 52

Korelasi antara sumber-sumberdaya dengan Pel embagaan BPD

Symmetrlc Measures

§Va]uef Error(a) | T(h) . Sig,

| Asymp Std. 7' Approx. Approx,

| Ordinal by

|Ordinal | Spearman 5251 10007 738000 001(c)

Correlatlon

.?Kendall‘s tau«b ; .495; -0965_ . .'3-7585 '0007

| Interval by
 Interval

Pearson'sR . | 526 100]  3812] .000(c)
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C. 6. Korelasi antara Struktur Intern dengan Pelembagaan BPD- - -

Tabel IV. 53 -

Struktur Intern

- Pengaruh Sﬁuktur Intern terhadap Peiembagaan h

1

-+ Rendah {

.‘1
I

-.32' . 1

Kurang
tmggl

1
T:in‘ggi

Sangat
- tinggi .

Pelembagaan |

L i4 |
i Sangat
. tinggi

1
Rendah

TR

Total

[ 100.0%

13.0%z

20.0%

2

20

9

29

- iKurang |
" {tinggi -

" 80%

750%

 72.5%

3

| Tinggi

7.5%

- 100.0% |

0.0%

Total

5

231

40

100.0%

. 100.0% !

100.0%

1 100.0% |

Sumber : Variabel Struktur Intern dengan variabel Pelembagaan

Struktur Intern sangat berpengaruh sekali terhadap berfungsinya pelembagaan

BPD. Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas ternyata struktur intern mempunyai

pengaruh yang positif dengan pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD). Artinya

semakin jelas pembagian kerja para anggota BPD dan semakin jelas tugas dan fungsi

mereka, maka akan semakin baik pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD),




107

begitu sebaliknya. Dari ‘hasil perhitungan Kendall sepertz yang disebutkan pada tabel

IV. 53 dibawah menunjukkan angka sebesar 0,651 yang artmya ada pengaruh yang

kuat antara struktur mtern dengan pelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dan

apabila klta Ilhat dengan taraf 31gmf kan 5 % ternyata hasﬂ Kendall tersehut

- dikatakan signifikan, karena 0,000 <0,05.

Tabel IV. 54

Korelasi antara Struktur Intern dengan Pelembagaan BPD

Symmetric Measures

1 Value f

H

| Asymp. Std. ||
Error(a)

‘Approx. |
T(b)

Approx
Sig.

1 %Kéndan_'s tau-b | 651 075 4 5217000

{ Ordinal by - S—— b

|Ordinal  Spearman | 675 080" 56371 000(c)

] Correlatlon 1

| Interval by ; ! | o sos] 000

| Interval %.Pearson sR 694 070 . .000(c)
|40

N of Valid Cases

......
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- C.7. Korelasi antara Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan (enabling) dengan

Pelembagaan BPD

Tabel IV. 55 -

Pengaruh Ka1tan—ka1tan yang memunglanan terhadap Pelembagaan
B ' Kaltan-kaltanYM EEET

{ Pelembagaan ;™

8 e LA L PRALRR A AR A 4B RS

Kurang
tinggi

:3.

Tinggi

AL L AL AL R

Sangat
tinggi

| 1000% ]

C636% |

. 36.4%

100.0%

(j Tinggi

-1 Sangat - . [

tinggi

Total

1

20

8

40

| 100.0%

100. 0%

100 o

100, oé?o 100.0%

Sumber : variabel Kaitan-kaitan yang Memungkinkan dengan Pelembagaan

Pengaruh kaitan-kaitan yang memungkinkan terhadap pelembagaan sangat

berpengarub sekali, berdasarkan hasil tabel di atas bahwa variabel kaitan-kaitan yang

memungkinkan (enabling) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pelembagaan

Badan Perwakilan Desa (BPD). Artinya, semakin keterkaitan pengaruh lembaga-

lembaga lain ke dalam BPD, maka akan semakin rendah pelembagaan BPD, sebab
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keterkaitan lembaga lain kedalam BPD tersebut bukan merupakan ‘dukungan kiepada

- BPD melainkan ikut campur kedalam lembaga tersebut. Pengaruh kaitan-kaitan yang

‘memungkinkan terhadap pelembagaan BPD di Kecamaian Sayung bila diiihat dari

hasil pehitungan Kendall'sebesar 0,518 yang artinya ada pengaruh yang cukup kuat

“-antara kaitan-kaitan yang memungkinkan dengan pelembagaan BPD. Apabila.dilihat

dengan taraf signifikasi 5 %, maka pengaruh tersebut :dapat dikatakan signifikan

*karena 0,000 < 0,05,

Tabel IV. 56

_....Korelasi antara Kaitan-Kaitan Yang Memungkinkan dengan Pelembagaan BPD

Symmetric Measures
Asymp, Std. Approx. ‘ Approx.
| Value Error(a) | T(b) Sig.
,  Kendall's tau-b | 518 1051 3.791 .000
| Ordinal Spearman : 335 | 00
| Correlation S75 112 f 4 ' O Fc)_
Intervalby | g con's R 550 091 4056 .000(c)
{ Interval 7 : o
| N of Valid Cases .40
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. C.'8, PENGUJIAN HIPOTESIS -
.. Pengujian hipotesis  dimaksudkan - untuk engetahui -pengaruh variabel
- independen dengan variabel dependen: Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahut
.pengaruh sumber-sumberdaya terhadap pelembagaan BPD, pengaruh struktur intern
- terhadap pelembagaan- BPD,. dan yang. terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh

. kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling) terhadap pelembagaan BPD. -

Adapun hasil pengujian hipotesis tersebut dapat ditunjukkan- pada tabel

berikut;
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Correlations =~
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. -Korelasi antara variabel sumber-sumberdaya, struktur intern, dan kaitan-kaitan yang
memungkinkan dengan pelembagaan BPD

| Pelembagaan

T Corretation.
. -, |Coefficient -
Pelembagaan | Sig. (2- |
‘ S [ tailed) |
N
. Correlation

| Suniberdaya

Kendall's |

-+ Sumber-.-
Sumberdaya |

Strukfur |

Intern |

" Kaitan2 yg |
memungkinkan |

~1.000

495(%) |

ssien|

S18(+) |

001

£00 ¢

000

40 -

400 -

40

Sumber-

| Coefficient

| tailed) |

A95(%%)

ITEPOIVers

- 1.000 -

677y ]

570(**)

A S A AL B LS4 AL NI 2

ool

.'000‘: L

.000

ST

40

40

40|

40 |

| tau_b

i Intern

Strukfur

Correlation

651(+%)

Coefficient | LT

xxxxxxxxxxx

1,000

634(+%)

Sig. (2-
- {tailed)

..000§ .

0001

000 |

N

Lo40y

40 .

|
AN

40

| Kaitan-kaitan

yg
memungkinkan

| Correlation
| Coefficient

S18(*%)

ST0(*%)

B34(**) ;

[ Sig. (2-
i tailed)

.000

000

000

1,000

L A KL AR A AL AL LR A4

40

N

40 |

1333033503

40 |

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa semua variabel

independen, baik variabel sumber-sumber daya (X1), variabel struktur intern (X2),
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dan variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (X3) mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap vanabel pelembagaan (Y) atau smnber-sumberdaya mempunyat

pengaruh yang posmf terhadap pelembagaan BPD dengan angka sebesar 0,495, dan

\;‘. struktur intern mempunya1 pengaruh yang posmf terhadap pelembagaan BPD dengan

angka sebesar 0, 651 sedangkan kaitan-kaitan yang, memungkmkan mempunyai

pengaruh yang negauf terhadap pelembagaan BPD" dengan angka O 518 Dengan
pengetesan signifikansi 5 %, maka semuanya 51gmﬁkan karena approx sig.
0,000 <-0,05 dan approx sig.0,001 < 0,05, artinya hipotesa Nol yang mengatakan
tidak ada ‘pengaruh. yang signifikan antara V&ﬁéﬁef "'édhlﬁer-sumber daya (X1),

vanabel struktur intern (X2), dan vanabel kaitan-kaitan yang memungkmkan (X3)

terhadap pelembagaan BPD (Y) ditolak Karena ketlga vanabel dalam penelitian 1 1n1

semuanya mempunyal pengaruh 51gmﬁkan
Untuk pengaruh bersama—sama antara vanabel sumber—sumber daya (X1),
variabel struktur intern (X2), dan variabel kaltan-kaztan yang memungkmkan ()(3)

terhadap pelembagaan BPD (Y) dapat dilihat pada tabel berikut :
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< ~Tabel IV.58:

Korelasi antara sumber-simberdaya, struktur intern dan kaitan-kaitan yang
memungkinakn terhadap pelembagaan

“Test Statistics

| Chi-Square  esa39)
Df o | 3

- S

- |'a Kendall's Coefficient 6f Concordance

. Berdasarkan perhitungan korelasi Rank Kendall’s maka secara bersama-sama

variabel sumb@rfsumberdaya_(X_l,),__ variabel struktur intern (X2), dan variabel kaitan~
. kaitan yang memungkinkan (X3) terhadap.pelembagaan Badan Perwakilan Desa (Y)
.diperoleh hasil sebesar 0,543 artinya, ada pengaruh yang cukup kuat, karepa hasil

korelasi 0,543 diatas 0,5. . . .. . |

D. DISKUSI
" Berdasarkan feori pombangunan lembaga yang disampaikan olch Milion J.

Esman pada bagiéh tihjéﬁéﬁ ijdstaka di "('iépéh,ﬁp.eiiel‘i‘ti menynnpulkanbahwa

" pelembagaan Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Sayung terhenti pada saat

| Ielzﬁbasgabtérsebut setelah dibentuk "('di.mé"li‘sasi‘kfénj, artmya lembaga BPD setclah

dibentuk belum dapat’ melaksanakan jtug-és‘ dan fungsinya dengan baik sebagai

'lemb'z;ga: legiélétif desa, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat
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berfungsinya lembaga BPD di Kecamatan Sayung, baik dari dalam lembaga itu
sendirl maupun. dan lua;r Iembaga S w.n_i:.: S RN
Menurut Mllton J Esman dan Saul M Katz bahwa faktor yang
mempengaruhi pelembagaan adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber-
sumberdaya, struktur intern, kaitan-kaitan yang memungkinkaﬁ,' fﬁffgs'idﬁal' normatif,
kaitan tersebar juga termasuk transaksi. Beberapa faktor yang mempengarum
pelembagaan diatas bila peneliti kaitkan dengan pennasala.han yang t1mbul pada
Badan Perwakilan Desa (BPD) di. Kecamatan .Sayung, _mak@ variabel yang

mempengaruhi pelembagaan BPD di Kecamatan Sayung adalah variabel sumber-

-~ sumberdaya, Striktur intery dan’ kaitan-kaitan’ yang' memungkinkan - (enabling)
" Setelah ketiga variabel tersebut peneliti buktikan di lapangan dan peneliti ji dengan
‘rumiis-rumus yang sesuai yaitu Rank Kendall’s maka hasilnya' adalali semua variabel

“indépenden  yaitu * sumbér-sumberdaya, - striktur intern dan kaitari-kaitan yang

memungkinkan berpengaruh terhadap pelembagaan Badan Perwakilan Desa: (BPD),

yang hasilnya adalah bahwa variabel sumber-sumberdaya (X1), stmkt}_l_r in?egr;_l :(xz),

rmempunyai pengaruh yang posmf dan stgmﬁkan, sedangkan kaltan-kaltan yang
memungkmkan (XB) mempunyal pengaruh yang neganf dan sngmf kan terhadap
. pelembagaan Badan Pemalqlan Desa (BPD) dl Kecamatan Sayung (Y) Atau

_ sumber—sumberdaya mempunyal penga:uh yang posruf dan cukup kuat dengan angka

korela& Rank Kendall s sebesar 0 495 Dan struktur mtern mempunya.l pengaruh

yang posmf dan kuat dﬁngan angka sebesar 0 651 sedangkan ka.ltan-kaltan yang

memunglanan mempunyai hubungan yang negatlf dan cukup kuat juga dengan




115

- angka sebesar 0,518. Dengan pengetesan signifikansi 5 % maka semuanya signifikan,

- Karena diperoleh' Approx Sig. 0,000 < 0,05 dan Approx Sig 0,001 .<.0,05. Artinya

hipotesis Nol yang mengatakan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X1, X2,

- dan X3 terhadap Y ditolak. Berarti ketiga variable independen dalam penelitian ini

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabe] dependen.. Setelah dihitung

-~ .dengan konkordan- W ‘maka korelasi .bersama-sama dapat: diperoleh hasil sebesar

- 0,543 -yang artiniya-ada pengaruh yang positif dan cukup kuat, karena hasil tersebut

diatas 0,5.
-+ Dengan demikian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Milton J. Esman

dan Saul M. Katz, riset di lapangan dan pengolahan data melalui.uji statistik dapat

~disimpulkan bahwa yang. mempengaruhi’ pelembagaan Badan Perwakilan Desa di

Kecamatan Sayung adalah variabel sumber-sumber daya, variabel struktur intern dan

-variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling). - .-

Dengan kata lain

+ = Semakin tersedianya sumber-sumber daya vang cukup, baik sumber dana,
sumber daya manusia, maupun sumber-sumber yang lain yang ada pada
~BPD ‘di Kecamatan Sayung, maka pelembagaan BPD- di Kecamatan

Sayung akan semakin berfungsi. -
- Begitu juga dengan struktur.intern, ‘baik ‘dalam- hal .pembagian kerja,
kejelasan tugas bagi anggotanya, maupun wewenang kepada anggota
BPD, maka fungsi-fungsi yang ada pada BPD akan dapat dijalankan

dengan baik.
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Ditambah lagi dengan kerja sama yang baik antara BPD dengan lembaga-

lembaga lain, baik. yang ada di atasnya ( Pemerintah Daerah ) maupun

- dengan-lembaga-lembaga yang ada.di desa ( LKMD, Pemerintah-Desa,

.- lembaga keagamaan, dil ) akan membuat BPD di Kecamatan Sayung akan

< berfungsi denganefektif. - . o

. Bila kondisi tersebut bertahan dan berkelanjutan, maka implikasinya terhadap

- pelembagaan Badan Perwakilan Desa- di. Kecamatan Sayung dan. masyarakat- pada

umumnya adalah :

: 3 a.

“Tujuan dari pembentukan lembaga Badan. Perwakilan Desa tidak akan

- tercapai denganbaik. . o i

 Fungsi-fungsi yang-ada pada BPD tidak akan berjalan dengan baik, apa itu

- fungsi legislasinya atau fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.

Beban Pemerintah: Desa-akan semakin berat, karena harus menanggung

dana untuk BPD setiap tahunnya.

. Akan -menimbulkan . permasalahan . dan - konflik .baru di desa, dan

. masyarakatlah yang menanggung akibatnya. - -

Pembangunan. di -desa semakin tidak menentu - dan tak- terarah, karena

masing-masing lembaga saling: melempar - tanggung jawab, baik dari

.- ... Pemerintah Desanya maupun dari BPD-nya. -



BABV .
KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kemmpulan
o Berdasarkan hasﬁ anahsls yang telah d15ampa1kan oleh penehtl di muka
dapat diambil beberapa hal sebagal ke51mpu1an sebaga1 benkut .
. 1 Pelembagaan BPD d1 Kecamatan Sayung, pada tahap setelah dibentuk belum
dapat menjalankan tugas dan ﬁmgsmya dengan balk bahkan ada yang tidak
.. berfungs1 sama sekah Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya
faktor sumber—sumberdaya, faktor struktur mtern dan faktor kaltan dengan
‘lembagalam - o | | | | o
- :2.. Sumber—smnberdaya yang ada pada BPD yang ada d1 Kecamatan Sayung
B ma31h rendah Balk su;mber daya manusm (SDM) smnber dana yang dimiliki
oleh BPD Juga kond1s1 ﬁsﬂc yang dlmﬂlkmya N
3. Struktur Intern yang ada pada BPD d1 Kecamatan Sayung belum tertata
- dengan baik I\dzsa.lnya, kurang jelasnya tugas yang ha.rus mereka laksanakan,
‘kurang sesuamya pembaglan kega dengan ketrampllan yang dlmﬂlkl oleh
| anggota BPD dan kurangnya wewenang anggota BPD dalam menjalankan
o tugasdanfungsmya B ’ - | |
4. K Keterkaitan Iembaga—lembaga lam terhadap BPD d1 Kecamatan Sayung

sangat tmggl, balk lembaga yang ada dl atasnya (Pemerlntah Daerah) maupun
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lembaga yang ada di desa, sehingga menyebabkan BPD tidak dapat berfungsi

dengan baik.

B. Saran
Berdasa:rkan kesnnpulan dlatas bersama ini duekomenda51kan beberapa saran
| sebagmbenkut . . o | | B
N 1 Agar pclcmbagaan BPD dl Kecamatan Sayung dapat menjalankan tugas
| dan fungsmya dengan balk maka Pemenntah Daerah selaku pembuat
kebuakan tentang BPD perlu mencarlkan pemecahannya agar
| pelembagaan BPD d1 Kecamatan Sayung dapat berﬁmg31 dengan baik.
ﬁ Perlu adanya pemngkatan sumber—sumber daya BPD balk sumber dana,
sumber daya manus.1anya (SDM) maupun kondlsl ﬁsﬂc yang dmuhkl BPD.
3 Perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang nnm dan Pemenntah Dagerah
kepada BPD agar anggota BPD mengetahm apa yang seharusnya mereka
lakukan sebagau iembaga leglslauf desa
Berdasarkan beberapa saran-saran tersébut d1 .atas | maké peneliti
" merekomendasrkan altematlf peiembagaan BPD yaitu sebaﬂmya lembaga BPD perlu
| 'duancang ulang lag1 sebagm lembaga formal yang berada dlbawah langsung
N Pemermtah Daerah sehmgga semua keperluan—keperluan yang dlbutuhkan oleh BPD
dltanggung oieh daerah dan dlmasukkan dalam anggaran daerah, dan bukan
.. idltanggung oleh desa karena BPD merupakan wakﬂ dan Pemenntah Daerah yang

berada d.l desa
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